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Undang-undang nomor tentang Desa yang
kemudian dijabarkan lebih Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden se enteri. Peraturan tersebut
menjadi angin seg t desa dalam mendorong
perjuangan untuk kesejahteraannya.

baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan
makin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran,
i dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang
mandiri dan otonom.



Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting
bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya
kebutuhan peraturan tentang pembangunan desa serta pengadaan
barang dan jasa desa yang akan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi am

ibadah bagi kita semua. Amin.

i
Dr. Dadang Suwanda, SE., y Ak. CA
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SALINAN

REPUBLIK INDQNESIA
2014

MENTERI DALAM NEGERI REPUBL] Q
PERATURAN MENTERI D NEG

NOMOR 114
T

PEDOMAN DESA

DENGAN ] YANG MAHA ESA
MENTERI D RI REPUBLIK INDONESIA,

ra “untuk melaksanakan ketentuan Pasal
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
ahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten
Desa (Lembaran Negara Republik Indo
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor

Belanja Negara (Lem
Indonesia Tahun 201
Lembaran Neg i donesia Nomor
5558);

U
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TERI DALAM NEGERI
DOMAN PEMBANGUNAN DESA.

Menetapkan :PE.
T

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

raturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

esa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
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yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Ke-
masyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ad
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indg
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau
dengan nama lain dibantu perangkat
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau g but dengan
nama lain adalah lembaga akan fungsi
pemerintahan yang anggo
penduduk Desa berdasar
ditetapkan secara de

g m
erupakan wakil dari
akilan wilayah dan

isebut dengan nama lain
dan Permusyawaratan Desa,

Musyawarah Desa

ncanaan Pembangunan Desa atau yang
nama lain adalah musyawarah antara

pkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
angunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
an Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 3
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9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa da
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka m
tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pembangunan di desa dan kawasan
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
kebersamaan, kekeluargaan, dan ki guna

mewujudkan pengarusutamaan pe keadilan

sosial.
12.

Pemberdayaan Masyarakat Desaadal mengembangkan

Koalinkasl Peraturan Dess

an, program, kegiatan, dan

13. ji esa adalah proses penggalian dan

an secara jelas dan lengkap kondisi serta

asyarakat Desa.

Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,

mber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan

sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

permasalahan yang dihadapi desa.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanis
perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajib
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
uang dan barang yang berhubungan deng
hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja sa perolehan
hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan B
APB Desa, adalah renc
Desa.

esa, selanjutnya disebut
unan Pemerintahan

Dana Desa adal ersumber dari anggaran
a yang diperuntukkan bagi
Desa yang dit alui anggaran pendapatan dan
ten/kota dan digunakan untuk
aan pemerintahan Desa, pelaksanaan
sa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
asyarakat Desa.

an Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
ah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

mbaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat,

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 5
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24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang
atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasa
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara R
Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah

prinsip Negara Kesatuan Republik ia “sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang gara Republik
Indonesia Tahun 1945.

P

Kodinkasl Peraturan Desa
g
5
8
sl
g
.
5
E
:

(1) Pemerintah Desa
Desa sesuai de

rencanaan Pembangunan
angannya dengan mengacu pada
Kabupaten/Kota.

2 agaimana dimaksud pada ayat (1)
emerintah Desa dengan melibatkan

t Desa dengan semangat gotong royong.

3) esa berhak melakukan pemantauan terhadap

Pembangunan Desa.

gka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah
abupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
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(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa d
pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II q !
PERENCANAAN PEMBANGUNAN D

Bagian Kesatu

Umum

Pa

(1) Perencanaan pembangu
meliputi:

sun secara berjangka

a. Rencana Pem gka Menengah Desa untuk

jangka w. ) tahun; dan

Tahunan Desa atau yang disebut

Pasal 5

alam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan
tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

s
5
°§°.
:
=
5
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Koalinkasl Peraturan Dess

(2

(3)

—
—_
~

B

8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa 4
Paragraf 1
Umum O

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan
arah kebijakan pembangunan Desa,
yang meliputi bidang pen merintahan Desa,

i kepala Desa,
ncana kegiatan

mbinaan kemasyarakatan
at Desa.

dimaksud pad
penetap negasan batas Desa;

pend
ruang Desa;

aan musyawarah Desa;
informasi Desa;
enggaraan perencanaan Desa;

nyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan
pemerintahan Desa;

. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
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(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan Desa antara lain:

6.

tambatan perahu;

1
2. jalan pemukiman;
3.
4
5

jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
lingkungan permukiman masyarakat Desa;

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeli

dan prasarana kesehatan antara lain:
1.

2
3.
4

c. pembangunan, pe
dan prasarana

aH e =

air bersih berskala Desa;
sanitasi lingkungan;

pelayanan kesehatan Desa seperti andu; dan

sarana dan prasara esehatan lainnya sesuai

kondisi Desa.

pemeliharaan sarana
kebudayaan antara lain:

taman b
pendidik

gembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
anfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

onomi antara lain:

pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;

penggilingan  padi;

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 9
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Koalinkasl Peraturan Dess

)

()

10

6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;

11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;

13. tambak garam;

14. kandang ternak;

15. instalasi biogas;

16. mesin pakan ternak;

17. sarana dan prasarana ekono ai kondisi
Desa.

e. pelestarian lingkungan
penghijauan;

pembuatan terase

aan Kemasyarakatan antara lain:

lembaga kemasyarakatan;

clenggaraan ketentraman dan ketertiban;
sembinaan kerukunan umat beragama;

. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan
perdagangan,;

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

kader pemberdayaan masyarakat Desa;
kelompok usaha ekonomi produktif;
kelompok perempuan,

kelompok tani,

kelompok masyarakat miskin,
kelompok nelayan,

kelompok pengrajin,

kelompok pemerhati dan perli

© ® N o gk Wb =

kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai ki

(1) enyusunan RPJM Desa

(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan empertimbangkan kondisi objektif
Desa daz gram dan kegiatan kabupaten/kota.

. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 11
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Koalinkasl Peraturan Dess

(1)

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketualembaga pemberdayaan masyarakat sel
dan

d. anggota yang berasal dari perangkat @
pemberdayaan masyarakat, kader pe ayaan n
Desa, dan unsur masyarakat ldinnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud\ pada/ ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) orang d ak 11 (sebelas)
orang.

(4) Tim penyusun sebagaima aksud pada ayat (1),
mengikutsertakan

(5) Tim penyusun ana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan d an Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyu M Desa melaksanakan kegiatan sebagai

beri

12

arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
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Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah
kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan progr: e
kegiatan pembangunan Kabupaten /Kota dengan pembang
Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaiman d
ayat (1) dilakukan dengan mengikuti
mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan

kabupaten /kota.

(4) Informasi a rah kebijakan p gun
sebagaimana dimaksud pa ) sekurang-kurangnya
meliputi:

a. rencanapembangun
kota;

engah daerah kabupaten/

rencana strategi an kerja perangkat daerah;
ang wilayah kabupaten/kota;

ao o

renc ruang wilayah kabupaten/kota; dan

gunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
ogram dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang
akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
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(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program
dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan
Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan
Desa sebagaimana dimaksud dal

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana di
(1) dilakukan dalam rangka, mem

sud pada ayat
gkan kondisi

objektif Desa.
(8) Pengkajian keadaan Desal seb. ana dimaksud pada ayat
(2), meliputi kegia t:

Koalinkasl Peraturan Dess

yarakat; dan

hasil pengkajian keadaan Desa.
4) keadaan desa sebagaimana dimaksud
huruf c¢ menjadi bahan masukan dalam
esa dalam rangka penyusunan perencanaan

Desa.

Pasal 13

yelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada
di Desa.
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(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Des
Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana di
Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk
potensi dan peluang pendayagunaan su
dan masalah yang dihadapi Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaks$ud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi masyarakat
usulan rencana kegiatan.

erumuskan

(3) Usulan rencana kegiatan
ayat (2), meliputi penyel pemerintahan Desa,
asyarakatan Desa, dan

ana dimaksud pada

syarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
apat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/
usyawarah khusus unsur masyarakat.

ur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tara lain:

. tokoh adat;

. tokoh agama;

0

tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
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kelompok tani;
kelompok nelayan;

kelompok perajin;

>Rt

kelompok perempuan;

-

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

—.

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pe

Pasal 16

alam Pasal 15,

(1) Penggalian gagasan sebagaimana di
i secara terarah.

kelomp

2 imaksud pada ayat (1),

Kodinkasl Peraturan Desa
E
§
g
5
:

Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
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(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian
keadaan Desa.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian
keadaan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditu
dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat i i

dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pemban ka n/kota
yang akan masuk ke Desa;

c. data rencana program pemb perdesaan,;

dan

d. rekapitulasi usulan rencana
dari dusun dan/at

pembangunan Desa
masyarakat.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa

Pasal 20

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
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(2

(1)

(2)

)

)

(1)

18

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala
Desa.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
membahas dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan
dijabarkan dari visi dan misi kepala Dg

Pembahasan rencana prioritas kegia
pada ayat

(1) huruf c, dilakukan
terarah yang dibagi
pemerintahan De
kemasyarakatan

diskusi kelompok secara
idang penyelenggaraan
nan Desa, pembinaan
erdayaan masyarakat Desa.
erarah sebagaimana dimaksud

cana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan
oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama
antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak
ketiga.

Pasal 22

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
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(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan
Desa berdasarkan berita acara sebagaimanagdi
dalam Pasal 22.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana di
(1), dituangkan dalam format rancan .

(8) Tim penyusun RPJM Desa membuat i ara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJM
dokumen rancangan RPJM ana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaiman
oleh tim penyusun pada kepala Desa.

(1) Kepala Des dokumen rancangan RPJM Desa
; oleh Tim Penyusun RPJM Desa

a Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala
esa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.
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Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membaha
menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa se
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pe i
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur

(8) Unsur masyarakat sebagaimana dim
terdiri atas:

a. tokoh adat;

tokoh agama,;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;

a0 o

Koalinkasl Peraturan Dess

5 om0

perempuan;

-

pok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin.

sur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
usyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat
atkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
osial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati
rancangan RPJM Desa.
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(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJ]
melakukan perbaikan dokumen rancangan
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
pembangunan Desa sebagaimana dimakgud
26.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana [dimaks
(1) menjadi lampiran rancangan per:
RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menyusun r: g eraturan Desa tentang
RPJM Desa sebagai ada ayat (2).

aim
(4) Rancangan peraturan t JM Desa sebagaimana
dimaksud pada a as dan disepakati bersama
oleh kepala De a ermusyawaratan Desa untuk
ditetapkan jadi) Pe ran Desa tentang RPJM Desa.
Pasal 28
esa  dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

ristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

pada ayat

iy esa tentang

ik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
epanjangan; atau

erdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.
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Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penja
RPJM Desa.

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa ses
informasi dari pemerintah daerah kabupate

dengan pagu indikatif Desa dan rencana keg;
pemerintah daerah provinsi, dan
kabupaten/kota.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pems¢
Juli tahun berjalan.
(4) RKP Desa ditetapkan den eraturan Desa paling lambat
akhir bulan September u jalan.
(5) RKP Desa menjadi en an APB Desa.

esa pada bulan

Koalinkasl Peraturan Dess

30

RKP Desa dengan mengikutsertakan

(1) Kepala Desa

pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa

. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;
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(1)

g. penetapan RKP Desa;
h. perubahan RKP Desa; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggaraks
Desa dalam rangka penyusunan rencana

Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi pemerin Desa menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usu Desa.

Badan Permusyawaratan Des nggarakan musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud a; paling lambat bulan

Juni tahun berjalan.

2

ana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut:

ang dokumen RPJM Desa;

asil pencermatan ulang dokumen RPJM

mbentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan
keahlian yang dibutuhkan.

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
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Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarak

Ja pem aan
arakat /desa, dan

yat (1), paling
ebelas) orang.

sekretaris; dan

d. anggotayang meliputi: perangkat desa, lemb,
masyarakat, kader pemberdayaan

unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud\ pad
sedikit 7 (tujuh) dan palin

(4) Tim penyusun sebagai
mengikutsertakan per

(5) Pembentukan tim p
lambat bulan J

imaksud pada ayat (1),

Koalinkasl Peraturan Dess

(6) Tim penyus ditetapkan dengan keputusan

kepala Desa.

Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
pagu indikatif desa dan penyelarasan program/
masuk ke desa;

ermatan ulang dokumen RPJM Desa;

enyusunan rancangan RKP Desa; dan

penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa
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Pasal 35

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/
kota tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling

bulan Juli setiap tahun berjalan.
Pasal 36

(1) Tim penyusun RKP Desa melakuk pencefmatan pagu
indikatif Desa sebagaimana dimaksud am /Pasal 35 yang
meliputi:

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yan
masuk ke Desa.

a. rencana dana Desa y er; ber dari APBN;
b. rencana alokasi dan g merupakan bagian
dari dana perimb terima kabupaten/kota;

c. rencana bagi il pajak daerah dan retribusi

angan dari anggaran pendapatan
provinsi dan anggaran pendapatan

d"pada ayat (1) yang meliputi:
ana kerja pemerintah kabupaten/kota;

encana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
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(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun
rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangk
dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

(1) Bupati/walikota menerbitkan surat pemberite
kepala Desa dalam hal terjadi keterlamba
informasi pagu indikatif Desa sebagaim
Pasal 35 ayat (1).

(2) Bupati/walikota melakukan pembi
kepada pemerintah Desa dalam

pendampingan
pelaksanaan
ak keterlambatan
a dimaksud pada ayat

perencanaan pembangun agai

penyampaian informasi ag

Koalinkasl Peraturan Dess

(1).

(3) Percepatan perencan e nan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) astikan APB Desa ditetapkan
pada 31 D b berjalan.

Paragraf 5
ermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

enyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas
an rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (
atu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.
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Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
pagu indikatif Desa;

b

c. pendapatan asli Desa;

d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukarn
kabupaten/kota;
hasil pencermatan ulang dokumen

g. hasil kesepakatan kerjasama antar

h. hasil kesepakatan kerjasama a de ak ketiga.

a kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tsertakan perempuan.

Pasal 41

1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;
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c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur per:
Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan % 2
di bidang pembangunan infrastruktur untukgdima
ke dalam rancangan RKP Desa sebagaima
pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan i
dimaksud pada ayat (2) dapat beras ga masyarakat
Desa, satuan kerja perangkat daerah), kabépaten/kota yang
membidangi pembangunan dnfrastru 5 dan/atau tenaga

dari

pendamping profesional.
(4) Rancangan RKP De
(1) dituangkan dal

dimaksud pada ayat
cangan RKP Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

42

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(1)

kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

ana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
aksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan
perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
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(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP
Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan
penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acare

Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaks 1 ayat (1) ,
disampaikan oleh tim penyu
Desa.

men rancangan RKP Desa
sebagaimana am Pasal 44.

2 tim penyusun RKP Desa untuk
dokumen rancangan RKP Desa

sud pada ayat (1)
3) ala Desa telah menyetujui rancangan RKP

ana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
arakan musyawarah perencanaan pembangunan

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
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Pasal 46

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah De
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyar

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
terdiri atas:

a. tokoh adat;

(2)

tokoh agama,;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

a o o

perwakilan kelompok

5 om0
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g
[oN
:
3
:
g
:
:
B

j masyarakat miskin.
(4) Selain at sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), perencanaan pembangunan Desa dapat

ur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
masyarakat.

Pasal 47

cangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
6 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
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b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksu
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terha
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan peme
Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhad
dasar;

infras r dan

c. pembangunan dan pemeliharaa
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;

berskala produktif;

a untuk kemajuan

d. pengembangan ekonomi

pemanfaatan teknol

Pasal 48

sil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang
RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaim
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bers

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

RKP Desa dapat diubah dalam h
a. terjadi peristiwa khus
politik, krisis ekono
berkepanjangan;
b. terdapat perubah atas kebijakan Pemerintah,
pemerint insi, dan/atau pemerintah daerah

ah
kabupat ot
ja ahan RKP Desa dikarenakan terjadi
S agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

perti cana alam, krisis

u kerusuhan sosial yang

mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
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a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/
atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. menyusun rancangan Kkegiatan yang disertai re
kegiatan dan RAB,; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubah

Pasal 50

(I) Kepala Desa menyelenggarakan mus
pembangunan Desa yang diadakan usus untuk
kepentingan pembahasan dan penyep:

d, dalam Pasal 49.

anaan pembangunan

Desa sebagaimana di P ayat (1), disesuaikan

us dan/atau terjadinya

perubahan men ana dimaksud dalam Pasal

Desa sebagaimana yang

(2) Penyelenggaraan musyaw

dengan terjadinya

(3) Hasil kes 2 am musyawarah perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat
gan peraturan Desa tentang RKP Desa
b
er esa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
eba; dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/
walikota melalui camat.
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(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

(4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerint
Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP a
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar u
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di
pemerintah Desa setelah diselenggarakan
perencanaan pembangunan di kecamat
anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud da
pemerintah desa paling lambat bulan Juli
berikutnya.

Koalinkasl Peraturan Dess

PELAKSAN PEMBANGUNAN DESA

ian Kesatu
Umum
Pasal 52

sa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa
Vi dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur
arakat Desa.

elaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke
Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola
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(1)

melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau
kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 53

Pembangunan Desa yang bersumber dari program se

dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai
ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daers
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dim
(1), menyatakan pelaksanaan progr
program daerah diintegrasikan ke

Desa, program sektor dan/atau pro ah di Desa
dicatat dalam APB Desa.
Dalam hal ketentuan sebagdimanafdimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksana: or dan/atau program
daerah didelegasikan k maka Desa mempunyai

kewenangan untu

dan/atau program daerah
a ayat (3) dibahas dan disepakati

Pelaksanaan
sebagaimana

keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan

pala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

Pasal 54

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya
kepada Desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 35

258 URINLRID [SeYLIDOS)



Koalinkasl Peraturan Dess

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf Kesatu 4
Umum
Pasal 55 o

Tahapan persiapan meliputi:
penetapan pelaksana kegiatan;

penyusunan rencana Kkerja;

sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana k
penyiapan dokumen

pengadaan tenaga

@ ™0 o0 o p

pengadaan b

ragraf 2
Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

sa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan
APB Desa.

epala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan
keputusan kepala Desa.

Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah
domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala
Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
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Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf Ketiga
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 58 g

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama
Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada a at
antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; d,
g. daftar pelak;

Rencana kerj ana dimaksud pada ayat (1),
dituangk: at rencana kerja untuk ditetapkan
dengan

epala Desa;

Paragraf Keempat
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

epala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB
Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi
kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
antara lain melalui:

a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

b. musyawarah dusun;
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(1)

(2

(3

)

38

musyawarah kelompok;

a o

sistem informasi Desa berbasis website;

o

papan informasi desa; dan

h

media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf Kelima
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

Kepala Desa mengoordinasikan pembek
kegiatan di Desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi
daerah kabupaten/kota melaksan
dimaksud pada ayat (1).
Pelaksanaan pembekalan se i aksud pada ayat

a pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara
lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.
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Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis
administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan
dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain
teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetap
dan penegasan batas desa.

teknologi tepat guna dalam pengelolaan sury
kal, mekanisme pengadaan barang dan jasa
laporan pelaksanaan kegiatan dan pe
Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pe kal ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatughlebih oleh bupati/
walikota dalam peraturan / wali

Par
Penyiapan D strasi Kegiatan

sekurang- kurangnya meliputi:
dokumen RKP Desa beserta lampiran;
. dokumen APB Desa;

dokumen administrasi keuangan;

d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan
dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat;
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f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan
pekerjaan;

g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari
warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan

Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masy at
dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena
kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesangg
warga masyarakat untuk tidak me
atas bangunan pribadi dan/atau tana
dampak kegiatan pembangunan

j- penyiapan dokumen pembayaran i atas bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkenaldampak kegiatan
pembangunan Desa; d

k. laporan hasil analisis/ sed
dan lingkungan.

af 7
Pengad Te Kerja dan Bahan/Material
Pasal 63

rta mendayagunakan swadaya dan gotong royong

a perihal dampak sosial

Pasal 64

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia
yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;
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d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah
dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang

ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 65
Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya al?

dan

c. menentukan cara pengadaan mat

gai

ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum
dalam APB Desa.

Besaran harga material/bahan

ga ‘yvang berbentuk barang;

dataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak
etiga;

. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.
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Pasal 67

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,
sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat
Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lah
tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak ke
pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pe tan

akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga m esa
dan/atau pihak ketiga untuk tidak mem ¢ gi
atas bangunan pribadi dan/atau tar ang terkena

Pelaksanaan kegia an Desa dilakukan tanpa
gga miskin atas aset lahan/
tanah, ban an/atau tanaman yang terkena
angunan Desa.

pembangunan Desa sebagaimana
at (1), dilakukan dengan cara:

ak kepemilikan atas lahan/tanah melalui

biayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan
hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 69

(1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 melalui mekanisme
pembangunan Desa secara swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaks
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala
diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pera
walikota dengan berpedoman pada ket
perundang-undangan.

tahapan pelaksanaan kegiatan
oiya meliputi:

an pelaksana kegiatan;

delaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
elaksanaan kegiatan;

pengaduan dan penyelesaian masalah;

sunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

syawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
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Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana
kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembang
pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber
laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Des

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( i
sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahap me
pencairan dana Desa yang bersumber an dan
Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

(1) Rapat kerja sebagaima aksud dalam Pasal 71,
membahas antara lain:
a. perkembangan aan /kegiatan;

Koalinkasl Peraturan Dess

pengaduan

2 lapat menambahkan agenda pembahasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan
dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sesuai dengan dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan
tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaks
pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bu
walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga

Pasal 74

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaks da Pasal 73,
dilakukan dengan cara me a d nilai sebagian
dan/atau seluruh hasil pel egiatan pembangunan
infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaim

pada ayat (1), dilakukan

a. dan pemeriksaan terhadap
seratus) dari keseluruhan target
b penilaian dan pemeriksaan terhadap 80%

pada ayat (2).

. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100%

tus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

) eriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil
emeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimak sud pada

ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan
oleh kepala Desa.
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Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan
tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubah
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa d
pembangunan desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana
banjir dan/atau kerusuhan sosial.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana
sesuai dengan peraturan perund
(3) i

Koalinkasl Peraturan Dess

(1)

(2) Perubalhan kegi ebagaimana dimaksud pada ayat (1),

U1K
enamba nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan
. adaya masyarakat,
. bantuan pihak ketiga, dan/atau
Q 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
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provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam
APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan

d alam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati keten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk
menyepakati perubahan pelaksanaan kegi
dimaksud dalam Pasal 76.
Hasil kesepakatan sebagaimana dime
dituangkan dalam berita acara
Berita acara sebagaimana di
perubahan gambar desain p an rencana anggaran
biaya dalam hal terj
di bidang pembangunan

da ayat (1),

pada ayat (2) dilampiri

pelaksanaan kegiatan
r Desa.

sud pada ayat (2), menjadi

Paragraf 5

Pe olaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

epala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa.
Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi kegiatan:
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a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian

masalah.
(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagai
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentu gai
berikut:

. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di
kegiatan;

kembangan

c. menginformasikan kepada masy
penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat ¢Desa menyelesaikan

Koalinkasl Peraturan Dess

masalah; dan
e. mengadministrasi duan dan penyelesaian
masalah.
(4) Penyelesaian m aimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan s a oleh Desa berdasarkan kearifan
lokal dan su perdamaian melalui musyawarah

(5) yawarah desa sebagaimana dimaksud pada

epakati masalah dinyatakan selesai, hasil
dituangkan dalam berita acara musyawarah

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
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Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran
dana kegiatan.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan
dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiat
yang sekurang-kurangnya meliputi:

pembahgunan Desa

a. realisasi biaya beserta I i bukti- i pembayaran;
ondisi 0%, 40%, 80%
t pengambilan yang

b. foto kegiatan infras
dan 100% yang dia
sama;

c. foto yang memperlil orang sedang bekerja dan/
atau melak@l ‘w- secara beramai-ramai;

D

ala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan
esa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pasal 81

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawar:
Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bul
bulan Desember tahun anggaran berikutnya

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan a
kegiatan sebagaimana dimaksud pada

a. menyampaikan laporan akhir
kepada kepala Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksa giatan untuk

(4) Kepala Desa meny Badan Permusyawaratan
Desa tentang lapora aan pembangunan Desa

Koalinkasl Peraturan Dess

elaksana kegiatan sebagaimana

(1)

a berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana
kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati
tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara.

(5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk
melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita
acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Desa

Pasal 83

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil /pemba desa
dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan /dan menjaga
hasil kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelestarian dan pemanfaat agaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan den
a. melakukan pendata: kegiatan pembangunan yang
perlu diles i pemanfaatannya;

b. membentuk atkan kapasitas kelompok
pelestarian atan hasil kegiatan pembangunan
Desa; da

. alok a pelestarian dan pemanfaatan hasil

Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan
egiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
a ayat (2).
Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

s
2
E
.
-
:
°§°.
:
§
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BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 84

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah dae
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan

pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dim

(3) Masyarakat Desa berhak melaku uan terhadap
pelaksanaan Pembangunan sa.

(4) Hasil pengawasan dan tauan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pa at (2), menjadi dasar

pembahasan musya esa, am rangka pelaksanaan

pembangunan Desa.

Kodinkasl Peraturan Desa
:
5
:
2
g

85
(1)

gunan Desa oleh masyarakat Desa
apan perencanaan pembangunan Desa
2 tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud
(1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan
Desa dan RKP Desa.

antauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
ada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material,
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pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan,
pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas
hasil kegiatan pembangunan Desa.

(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan
pembangunan Desa.

Pasal 86

(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pen
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan De
cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal
pelaksanaan pembangunan Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan fumpan balik

terhadap laporan realisasi pelaks Desa;
c. mengevaluasi perkemba an kemajuan kegiatan

d. memberikan pembi
Desa.

Dalam hal terjadi perencanaan dan pelaksanaan

rat peringatan kepada kepala desa;

mendampingi pemerintah desa dalam hal
epat perencanaan pembangunan desa untuk
stikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun
alan; dan

membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk
memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

(1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Neg

(2) Pada saat Peraturan Menteri Da Negeri ini berlaku,

RPJM Desa yang sudah ada dan “sedahg berjalan tetap
dilaksanakan sampai d tahun 2015, dan untuk
selanjutnya disesuaikan g ntuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini.

&

Pe enyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta
tun s pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih

VIII
UAN PENUTUP

Pasal 89

jut \diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 90

ada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember

MENTERI DALAM NEG
INDONESIA,

ttd
TJAHJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desembe 1
MENTERI HUKUM D
REPUBLIK INDON

Ttd

YASONNA H Iiil [

REPUBLIK INDONESIA
4 NOMOR 2094.

ASI MANUSIA

4

sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DA]:GQ

DAN TRANSMIGRASI REPUBLI

PERATURAN MENTERI DES ANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMI UBLIK INDONESIA
NOMO
x EMBANGUN

E PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
SMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa
Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa
Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015
— 2019, maka diperlukan ketersediaan data
dasar pembangunan Desa serta penetapan
status kemajuan dan kemandirian Desa;

57



Mengingat : 1.

Koalinkasl Peraturan Dess

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks
Desa Membangun,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten
Desa (Lembaran Negara Republik Indo
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 4
tentang Peraturan Pelaksanaa
Nomor 6 Tahun 2014 ten

Indonesia Nomor 55
diubah deng ratur.

47 Tahun mbaran Negara Republik
Indonesi Nomor 157, Tambahan
epublik Indonesia Nomor

erintah Nomor 60 Tahun 2014
ana Desa yang Bersumber dari
Pendapatan dan Belanja Negara
an Negara Republik Indonesia Tahun
14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN.

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat
dengan nama lain, selanjutnya di
kesatuan masyarakat hukum yang

pemerintahan, kepentingan
prakarsa masyarakat, h
yang diakui dan dih

/atau hak tradisional
sistem pemerintahan
Negara Kesatuan
ya peningkatan kualitas hidup
arnya kesejahteraan masyarakat

2.  Pembangunan
dan kehidupan

syarakat Desa adalah upaya mengembang-
dan kesejahteraan masyarakat dengan

wasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai

egiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

5. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya
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mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanj
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemban
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
7. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fung
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
serta data yang terkait dengan
Undang Nomor 6 Tahun 2014 te
strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam
Nasional 2015

g Desa sasaran

Rencana Pembangunan Jangka M
- 2019.

8. Indeks Desa Memban
dibentuk dari Inde
Ekonomi dan I

9. Badan Pusat

Indeks Komposit yang
osial, Indeks Ketahanan
Ekologi Desa.

dalah Lembaga Non Departemen

Koalinkasl Peraturan Dess

s menyelenggarakan statistik dasar,
asi dan kerjasama, serta mengembangkan

. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada
adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
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12.

13.

14.

15.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada
adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya
adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi te
belum mengelolanya secara optimal untuk peni
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
dan menanggulangi kemiskinan.

ekonomi, dan ekologi tetapi belum, ata
dalam upaya peningkatan kesejahtera arakat Desa,
kualitas hidup manusia serta skinan dalam
berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal,  a
Pratama, atau dapat di
Desa yang mengalami

isebut sebagai Desa
Desa Pratama, adalah
ena masalah bencana
an konflik sosial sehingga

nteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
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(1)

()

(3

(2
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upay
Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertin,
dan peningkatan Desa Mandiri.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun a

a. menetapkan status kemajuan dan kemandi
dan

Desa.
Ruang lingkup pengaturan Indeks
meliputi:

a. komponen Indeks Desa mbang

b. status kemajuan d an Desa; dan

m
c. penggunaandanp ndeks Desa Membangun.
III
KO I KS DESA MEMBANGUN
Bagian Kesatu
nen Indeks Desa Membangun

Pasal 3

s Desa Membangun merupakan indeks komposit yang
diri dari:

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari dimensi:
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modal sosial;

kesehatan;

o T P

pendidikan; dan
d. permukiman.
(3) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1)
huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
(4) Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat
huruf ¢ memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekole
(5) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada‘a
huruf a terdiri dari perangkat indikator sebag

a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri d

1) Kebiasaan gotong royong di des

2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi
tidak berbayar;

3) Ketersediaan fasilitas a dan
4) Terdapat kelompok

b. Memiliki toleransi,
1) i erapa suku atau etnis;

Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan

5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:

1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;

2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak
jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan

3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
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(6) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:

1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari
30 menit;

2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan

4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan,
dari indikator:
1) Akses ke poskesdes, polindes d
2) Tingkat aktivitas posyandu.
c. Jaminan kesehatan, yang ter
kepesertaan BPJS.

(7) Dimensi Pendidikan seba
huruf c terdiri dari per:

ud pada ayat (2)
ikator sebagai berikut:
Menengah, yang terdiri

Koalinkasl Peraturan Dess

dasar SD/MI kurang dari 3

TS kurang dari 6 kilometer; dan
U/SMK kurang dari 6 kilometer.

endidikan Non Formal, yang terdiri dari

giatan pemberantasan buta aksara;

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket
ABC; dan

4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.

c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman
bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.

(8) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
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)

a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri
dari indikator:
1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum
yang layak; dan
2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi
dan mencuci.

b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban;

2) Terdapat tempat pembuangan sampah.

indikator:
1) Penduduk Desa memiliki telepd
yang kuat;

2) Terdapat siaran teleyisi I

dan
3) Terdapat akses

Dimensi Ekono

nasional dan asing;

Indeks Ketahanan Ekonomi
sebagaimana
(3) terdiri demi

ada ayat (1) huruf b dan ayat

Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan,
pasar permanen dan semi permanen);

Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung
dan minimarket); dan

3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan
penginapan.

c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator
terdapat kantor pos dan jasa logistik.
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d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang
terdiri dari indikator:
1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah
dan swasta);

2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan

3) Akses penduduk ke kredit.
e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator terse
lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
s
0

Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari ind

1) Terdapat moda transportasi um
angkutan umum, trayek reguler
angkutan umum);

2) Jalan yang dapat dilalui o ke
roda empat atau lebih (s
musim hujan, kecuali@saat t ; dan

3) Kualitas jalan De alafh terluas di Desa dengan
aspal, kerikil

(10) Dimensi Ekologi
sebagaimana dij
(4) terdiri d

si
rasi

u
n bermotor

njang tahun kecuali

eks Ketahanan Ekologi
ada ayat (1) huruf ¢ dan ayat
ndikator sebagai berikut:

, yang terdiri dari indikator:

adanya pencemaran air, tanah dan

rawan bencana dan tanggap bencana, yang
i dari indikator:

Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor,
kebakaran hutan); dan

2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam
(tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini
dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
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(11) Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa

7)

Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi
lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran
status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan
pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua
Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Pasal 4

Setiap indikator sebagaimana dimaksud
ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) memiliki
sampai dengan S5, dengan ketentuan
mencerminkan tingkat keberartian.
Setiap skor indikator dikelompokk am dimensi
sehingga menghasilkan Skor

Penghitungan I mbangun dihasilkan dari rata-
sial, Indeks Ketahanan Ekonomi

enetapkan status kemajuan dan kemandirian
esa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun
ukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang
iperoleh dari nilai maksimum dan minimum.

Ketentuan lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun
sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

(2
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BAB IV
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 5

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapk
berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi d
S status Desa yakni:

a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa da;
b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- da;
c. Desa Berkembang, atau bisa disebu 1 sa

Madya;

d. Desa Tertinggal, atau dapat di -Madya;

dan
e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat\dise Desa Pratama.

kem ian Desa sebagai-
nakan untuk instrumen

Penetapan status kemaju
mana dimaksud pada a

(1
koordinasi Kementeri b upun antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah
melaksanakan
Desa, serta s untuk kebutuhan pemetaan

Pemerintah Desa dalam
dan pemberdayaan masyarakat

tipologi D sunan prioritas penggunaan Dana

s kemajuan dan kemandirian Desa berdasar
bangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur
bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
etaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Tertinggal dan Transmigrasi.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



BAB V
PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian kesatu
Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun

Pusat Statistik.

Pasal 7

(1) Untuk keberlanjutan pembangunan
masyarakat Desa, Indeks Desa dapat di
data.

(2) Pembaharuan data yang di

n p ayaan
kanfpembaharuan

ada ayat (1) dilakukan

berdasarkan:
a. hasil data Potensi a\ (Pode adan Pusat Statistik;
dan

bangun berdasar indikator
gun yang dilaksanakan secara

b. melalui Surv
Indeks De&i
@) i Dfsa Mermb

anakan secara nasional oleh Direktorat

n sebagaimana dimaksud pada ayat

Bagian kedua
Pengelolaan Indeks Desa Membangun

Pasal 8

(1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang
akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan
Indeks Desa Membangun.
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Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama 11
bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan ole
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(2

)

Koalinkasl Peraturan Dess

Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat
dilakukan dengan:

a. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberda

masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lai
seperti indeks keadilan gender, indeks demokr:
kapasitas dan tata kelola pemerintahan yan

mendorong

tegas dengan lokus Desa;

b. penentuan peringkat Desa dalam keberhasi

dan pemberdayaan masyarakat

c. bahan advokasi di tingkat Pe
Kabupaten/Kota maupun D

uhan kebutuhan pembangunan
sesuai dengan indikator yang ada

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

galokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan

enteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

70
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Be

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Eeb
AN
DAN
IK

MENTERI DES
DAERAH TERTINGG
TRANSMIGRASI REP
INDONESIA,

UNDANG-UNDANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

DODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
NOMOR 300
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN

PEDOMAN INDEKS DESA MEMBANGUN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung upaya pencapaian sasara
desa dan kawasan perdesaan, yakni mengenta
Tertinggal dan meningkatkan sedikitny
sebagaimana tertuang dalam Rencana/Pembangt Jangka
Menengah Nasional 2015 - 2019, diperlukan /Kejelasan status
i selu nesia. Kejelasan
ara pemangku kepentingan
akat Desa, dan terutama

kemajuan dan kemandirian Desa
status tersebut akan mempe
pembangunan dan pemberday

pembangunan dan mencap embangunan Desa tersebut.
Seperti yang sud secara normatif dalam Undang-
Undang Nomor 014 tentang Desa (selanjutnya disebut
Undang-Unda a tujuan pembangunan Desa adalah
untuk me sejahteraan masyarakat Desa, kualitas
1 menanggulangi kemiskinan. Maka dengan
kebijakan pembangunan dan pemberdayaan

gdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan
emandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang
apkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan
ondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang
harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan
Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut
tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya
sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga
terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.
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Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya
kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan
mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang
Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan
berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi

pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di
sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan c
mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pemb
ke dalam praktik pembangunan dan pemberdayaan ma
Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Memban
untuk memperkuat semangat ini.

Perangkat indikator yang dikembangkan @

menjadi kekuatan yang saling
dan kemampuan Desa untu
Desa. Kebijakan dan aktivi angunan dan pemberdayaan

i dan menjaga potensi
terakan kehidupan

masyarakat Desa harus i emerataan dan keadilan,
didasarkan dan me nilai lokal dan budaya, serta
ramah lingkungan engelola potensi sumber daya alam
secara baik dan i . Dalam konteks ini ketahanan

osial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi
sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak
tidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah”
keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster
ebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan
al. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan
mlah penduduk tidaklah semata mata aspek ekonomi (faktor
urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek-aspek
sosial, seperti nilai-nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan)
yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk.
Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai
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salah satu basis untuk merumuskan isu-isu desa dan pilihan-
pilihan kebijakan/program/kegiatan.

Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri,
2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan
aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa
(Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Da
Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan ber,

sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adala

sebagaimana termuat dalam dokumen Rencs
Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, pen
Membangun menyediakan ukuran yang
dan status desa serta arah tingkat ke

desa, (c) menjadi instru i dengan K/ L, Pemerintah

Koalinkasl Peraturan Dess

Daerah dan Desa,
Membangun sta
dengan status

ggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-
a Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai

an untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman
g melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu
sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya
ah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status,
sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih
terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral
hazard dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan desa
sehingga tidak mengulangi praktik-praktik pembangunan yang
serba bias dan merugikan kehidupan Desa.
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B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk
memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan
Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa
Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan De

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yaz
dapat digunakan:

a. Sebagai basis data (base line) pemb
menjadi dasar dalam menilai kemaj
desa;

b. Menjadi salah satu input (fokus))dal
strategis dan permasalaha
pembangunan dan pemberday

yang
dan K€ ct diI'iaIl

usan isu-isu
yang terkait dengan
syarakat Desa;
c. Sebagai masukan da an targeting (sasaran
lokasi) terkait den P angunan nasional;

antar Kementerian/Lembaga,
desa, guna efektivitas capaian

nsi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi
tai yang saling memperkuat yang mampu menjamin
anjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
embangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan
kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan
potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang
mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang
dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).
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Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah
variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan
pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan,
modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari
keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan d
akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (pras
dan moda transportasi), akses terhadap pusat perd

menyebabkan banjir, longsor dan kebak:
di dalam kualitas lingkungan mencaku
resiko bencana.

1. Metode Perhitungan

IDM merupakan inde
rata indeks ketahanan
(IKE) dan indeks ki

Formulasi Indek es gun (IDM) :

g dihasilkan dari rata-
ndeks ketahanan ekonomi
(IKS) setiap desa.

Kodinkasl Peraturan Desa
~
%
£
5
g

> (IKS + IKE + IKL)

esa Membangun

s Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
ndeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap
variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator
memiliki skor O s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki
makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke
dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

76 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



B Total SkorX
Nilai Maksimum (X)

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan
Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

2. Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status k
kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebz

a. Desa Mandiri atau yang disebut De
Desa Maju yang memiliki kemampuan laksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan litas hidup
dan kehidupan sebesar-besarn esej masyarakat
Desa dengan ketahanan s ahanan ekonomi, dan

ketahanan ekologi secara

ekologi, serta keine gelolanya untuk peningkatan
Desa, kualitas hidup manusia,

a Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah
esa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.
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e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama
adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah
bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial
sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdas

Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kem:

Desa sebagai berikut:

a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa
Indeks Desa Membangun lebih besar (>) da

b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah _De
Indeks Desa Membangun kurang
0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.

c. Desa Berkembang atau Desa Ma Desa yang
memiliki Indeks Desa Memb. n ku an sama dengan
(=) 0,7072 dan lebih be ari 0,5989.

d. Desa Tertinggal atau dya adalah Desa yang
memiliki Indeks Des kurang dan sama dengan
(5) 0,5989 dan i >) dari 0,4907.

e. Desa Sanga au Desa Pratama adalah Desa

>)

Koalinkasl Peraturan Dess

esa Membangun kurang dan lebih

tungan Indeks Desa Membangun yang mencakup
esa berdasar data Potensi Desa Tahun 2014 telah
si Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
ransmigrasi untuk pertama kali pada 19 Oktober 2015,
i bersamaan dengan launching Indeks Desa Membangun.
Hasil penghitungan IDM dikelompokkan berdasarkan Provinsi,
Kabupaten /Kota, Pulau-Pulau Besar, dan kawasan atau kecamatan.
Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata-rata Indeks
Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai
dengan kepentingan penggunaan IDM.
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Penghitungan Indeks Desa Membangun secara nasional
diperoleh dari indeks rata-rata nasional adalah 0,5662. Indeks
ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara
nasional dalam status Desa Tertinggal bila dibandingkan dengan
batas ambang batas status tertinggal (< 0,5989). Hal ini juga
berarti mayoritas Desa di Indonesia didominasi oleh Desa
Tertinggal (Desa Pra-Madya). Untuk Desa Tertinggal (Desa Pr.
Madya) berjumlah 33.592 Desa (46%) dan Desa Sangat Tertin
(Desa Pratama) berjumlah 13.453 Desa (18%). Sedangkan j
Desa memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terda
Desa (0,24%), sementara Desa Maju (Desa Pra-Se
3.608 Desa (5%) dan Desa Berkembang (Desa
atau 22.882 desa. Hasil perhitungan Indeks
tersebut memberi pesan penting akan penti
dan tindakan yang cepat dan tepat dalam|upaya pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

ya ke

embangun ini disusun
a dan sumber daya
pan Desa di dalam

Demikian Pedoman Indeks
untuk kepentingan memaksim
dalam meningkatkan ke

kerangka pembangunan,dan yaan masyarakat Desa.

W
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MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,dan Tata
Laksana
t ‘
Eko Bambang Riadi

\’é@
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SALINAN ‘

AL,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE
DAN TRANSMIGRASI REPUBLI NDO 1A

BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
IGRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, memberikan kewenangan

89
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Mengingat :

kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan
pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapk
Peraturan Menteri Desa, Pembangu
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi te
Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200
Sistem Perencanaan Pembang
(Lembaran Negara Republik I
2004 Nomor 104, Tambah

Undang-Undang Nomo
Perimbangan Keuang

n 2004 tentang
tah Pusat dan

Pemerintahan Negara Republik
Indonesia Tahun 4 Nomor 126, Tambahan
Lembara ublik Indonesia Nomor

omor 26 Tahun 2007 tentang
g (Lembaran Negara Republik

dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
esa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pemba
(Lembaran Negara Republik Indonesid
2008 Nomor 20, Tambahan Lemb

8. Peraturan Pemerintah Nomo
tentang Perubahan Atas
Nomor 60 Tahun 2014/ tentang)| Dana Desa
yang Bersumber dari Anggar Pendapatan
dan Belanja Neg: mb. gara Republik
Indonesia Tah Nomor 88, Tambahan
Lembaran Ne lik Indonesia Nomor

Nomor 47 Tahun 2015
an Atas Peraturan Pemerintah
ahun 2014 tentang Peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun

539);
. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
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2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata
Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRAN

TENTANG PEMBANGUNAN KAWA&O

BAB I
KETENTUAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DESA, PEMB@:I ‘
SI

P

Dalam Peraturan Mente
1. Desa adalah d adat atau yang disebut

dengan na jutnya disebut Desa, adalah
ukum yang memiliki batas wilayah
mengatur dan mengurus Urusan

aksud dengan:

atuan Republik Indonesia.

intah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

an nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

nyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.

4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
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10.

11.

. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perde

yang mempunyai nilai strategis dan penataan
dilakukan menurut ketentuan perundang-undan

desa untuk periode 6 (enam) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar:
APBN adalah rencana keuangan t

bangunan daerah pada

Tim Koordinasi P,
disingkat TKPKP,  ad
W

awasan Perdesaan, selanjutnya
embaga yang menyelenggarakan
perdesaan sesuai dengan tingkatan

ad pihak di luar Pemerintah, Pemerintah
ntah Desa yang membantu penyelenggaraan
n kawasan perdesaan yang dapat berasal
guruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya

poran dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan
dalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan.

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
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14.

15.

16.

17.

18.

e.
f.

g.
h.

94

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan
oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh,
posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat
di lingkungannya.

Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan
dalam memfasilitasi desa.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indo
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden d

Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerat
penyelenggara Pemerintah Daerah yang s i
urusan pemerintahan yang menjs gan daerah
otonom.
garakan urusan

nan desa dan kawasan

Menteri adalah menteri y:
pemerintahan di bidang
perdesaan, pemberdaya

akat desa, percepatan
pembangunan daer: dan transmigrasi.

II
DAN TUJUAN

Pasal 2

wasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan

istik dan komprehensif;
berkesinambungan;
keterpaduan;

keadilan,;

keseimbangan;
transparansi; dan
akuntabilitas.
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Pasal 3

(1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan
ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai
kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada
kawasan yang ditetapkan.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana di
pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan @
dan/atau pemecahan masalah kawasan perde

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGU ASAN
PERDES
4

Pa

(1) Penyelenggaraan pemb san perdesaan meliputi:
a. pengusulan ka esaan;
b. penetapan kawasan perdesaan;

c. pelaksa nan kawasan perdesaan; dan

()

saan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan

an lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan
san perdesaan tertentu diatur oleh Direktur Jenderal
eknis masing-masing.
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Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

(1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau
diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatik
aspirasi masyarakat desa.

(2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dji
pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga

(8) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh be
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gagasan kawasan perdesaan yang se
sebagaimana yang dimaksud dal

(4) Kawasan perdesaan yang diusulk: imana dimaksud
pada ayat (3) disepakati oleh Kepal ang wilayahnya
menjadi kawasan perdesa:
kawasan perdesaan.

(5) Surat kesepakatan ka: P sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diser: Bupati/Walikota.

(6) Kawasan perde diprakarsai oleh Bupati/Walikota

sebagaiman da ayat (1) harus mendapatkan

esa dan tokoh masyarakat yang

Koalinkasl Peraturan Dess

menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

netapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan

RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota,

terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi

program pembangunan.

(2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota.
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(3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
rencana pembangunan jangka menengah yang berl
selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat pro

pembangunan.

(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan
pada perkembangan kebutuhan kawasan

(3) Program pembangunan sebagaimana
(1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

(4) Rencana Pembangunan Kawasan Perde

memuat:

a. isu strategis kawasan des

b. tujuan dan sasar kawasan perdesaan;
c. strategi dan ar% awasan perdesaan;

d

ak- tidaknya

. program dan angunan kawasan perdesaan;

tan; dan

o

indikator cap

h

kebu an.

Pasal 8

usunan Rencana Pembangunan Kawasan

/Walikota memprakarsai proses perencanaan
angunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/
ota; dan

TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses penyusunan
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu
oleh pihak ketiga.
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Pasal 9

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan

merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri

dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah

perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau
keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:

a.

b
c.
d

®

. pengelolaan sumber daya alam dan sumber da

. tempat pelayanan jasa pemerintahan,, so

kegiatan pertanian;

tempat permukiman perdesaan;

perdesaan;
nilai strategis dan prioritas kawasan;
keserasian pembangunan antar a dalam wilayah

kabupaten/kota;

kearifan lokal dan eksiste asyarakat hukum adat;
dan
keterpaduan dan an pembangunan.

ian Ketiga
angunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

embangunan kawasan perdesaan merupakan
an'program dan kegiatan pembangunan tahunan pada
perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas

rakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh
erintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan

bersumber dari:

a.

98

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

o oo o

Pasal 12

(1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satu
kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/W.
berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/ko
atau Pemerintah Desa.

(2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaim
pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada T:
kota.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemeri

kerja perangkat
berasal dari Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Penda Belanja Daerah provinsi, dan/

Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat
yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan
mbangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan
berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan
kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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(1)

(2

(3

(1)

()

()

100

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Pasal 13

Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdes
dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator
capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pemb
Kawasan Perdesaan.

Pelaksana pembangunan kawasan perdesaa
kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bapg
Kota.
Laporan kinerja sebagaimana di 3 ayat (2)
disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Koéta tiap 3 (tiga)
bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) ury sejak dimulainya
pelaksanaan pembangunan

erja sebagaimana dimaksud
jadi dasar Bappeda Kabupaten/
aian Rencana Pembangunan Kawasan

Hasil evaluasi terhadap
dalam Pasal 1
Kota dalam
Perdesas

apaian Rencana Pembangunan Kawasan
igaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
man Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan
kebijakan kepada TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.
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BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 15

(1) TKPKP dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota.

(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarak
pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 16

(1) TKPKP pusat sebagaimana dimaksud
(1) terdiri dari unsur kementerian/]
yang ditetapkan dengan Keputusan

lembaga yang bertugas m pembinaan terhadap
penyelenggaraan pemb an perdesaan pada
tingkat nasional berd an dan hasil evaluasi

TKPKP pusat akan tugas dan fungsinya
berkoordinasi den provinsi dan TKPKP kabupaten/

si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat
ang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan
ur.
PKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan
perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan
hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

(3) Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan

kebutuhan dan/atau kondisi daerah.
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Pasal 18

(1) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja
perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala
Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
(1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:

a. mengoordinasikan penetapan kawasan perde$a

b. mengoordinasikan penyusunan Rencans

d. melaksanakan arahan kebijaka e hasil evaluasi
perdesaan.

3) upaten/kota disesuaikan

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) TKPKP kabu a dalam melaksanakan tugasnya dapat

2) an Perdesaan sebagaimana dimaksud

bertugas untuk:

awasarn perdesaan.

endamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan
tata kerja TKPKP diatur dalam Keputusan Menteri.
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BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusa
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan d

berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasar
tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dan
Pembantuan.

(2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Da
kepada Daerah kabupaten/kota untuk me
pemerintahan bidang pemberdayaan
berupa pembangunan kawasan perdes

Menteri dan elakukan pembinaan terhadap

Pembanguna rdesaan.

seébagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan
an terhadap pembangunan kawasan perdesaan

standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan
perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan,
serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan
perdesaan;

b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam
pembangunan kawasan perdesaan; dan
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c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan
kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan
kawasan perdesaan.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan
pembinaan dalam hal:

a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan d
pembangunan kawasan perdesaan; dan

b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan p
kawasan perdesaan, pelaksanaan pembanguaan
perdesaan, serta pelaporan dan evaluas
kawasan perdesaan.

BAB VI
KETENTUAN¢PE

Pada saat Peraturan Menter ulai berlaku, ketentuan

mengenai Pemban Perdesaan Berbasis Masyarakat

dinyatakan tid rl

Pasal 25
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR Q

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

n sesuai aslinya

DIREKTUR JENDE
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, danTransmigrasi
PERATURAN PERUNDANG-U i i HUKUM

Eko Bambang Riadi

ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
359
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SALINAN 1‘

AL,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE
DAN TRANSMIGRASI REPUBLI NDO 1A

PERATURAN
DESA, PEMBANGUNAN DA
TRANSMIGRASI

BANGUNAN DESA DAN
MASYARAKAT DESA

MAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
SMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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Mengingat :

W

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar

egar.
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 te
Kementerian Negara (LembaranN blik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, an

N

Lembaran

Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nom
tentang Desa (Lemb
Indonesia Tahun 201 omor’ 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik onesia Nomor

Nomor 43 Tahun 2014
sanaan Undang-Undang
4 tentang Desa (Lembaran
ndonesia Tahun 2014 Nomor
Lembaran Negara Republik
Nomor 5539) sebagaimana telah
kali diubah, terakhir dengan Peraturan
ntah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
rubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
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Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
192);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daera
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Neg
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PE
DAERAH TERTINGGAL, DA A
TENTANG PEDOMAN UM
DESA DAN PEMBERDAYAZ/
DESA.

UMUM

1

an desa adat atau yang disebut
in, selanjutnya disebut Desa, adalah

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
gara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan
ketertiban.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 109

258 URINLRID [SeYLIDOS)



3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnyakemakmuran
masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembanguna
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban,

daya melalui penetapan kebijakan, pro
pendampingan yang sesuai dengan salah dan
prioritas kebutuhan masyarakat D
6. Kewenangan Desa adalah kewen i dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bid enye pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pe
kemasyarakatan Desa, dan P ayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakar: , hak asal usul, dan adat
istiadat Desa.

nan Desa, pembinaan

Kodinkasl Peraturan Desa
]
E
:

ah penyelenggaraan urusan
tingan masyarakat setempat dalam
egara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pem dalah kepala Desa atau yang disebut
dengan ain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
Pemerintahan Desa.

sistem

usyawaratan Desayang selanjutnya disingkat
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
erupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
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11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggara
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan di
bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah pz
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemesi
melibatkan BPD dan unsur masyaral
guna pemanfaatan dan pengalokasis
dalam rangka peningkatan itas
penanggulangan kemiskinan

14. SDGs Desa adalah upaya terpad
percepatan pencapai jul e gunan berkelanjutan.

daya Desa
anusia dan

angunan Desa untuk

enggalian, pengumpulan,
validasi data SDGs Desa,

15. Pendataan Desa a

Pembangunan Desa, serta data dan informasi
ainnya yang menggambarkan kondisiobjektif Desa
syarakat Desa.

m Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
ewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

112

dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan
kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs
Desa sampai dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ya
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perenc
kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanj
RKP Desa adalah dokumen penjabaran
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah p
yang menjadi bagian dari RKP Des
(satu) tahun yang akan diusulkan
pemerintah daerah kabupa
perencanaan pembangun
Aset Desa adalah bara
kekayaan asli De
anggaran pend
hak lain y

Potensi Aset

Desa kepada
Iui mekanisme

u diperoleh atas beban
elanja Desa, atau perolehan

segala potensi Desa yang meliputi
an lingkungan hidup, sumber daya
el daya sosial dan budaya, sumber daya

sumbe
man

sumber daya lainnya yang dapat diakses,
, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
angunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
la, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
Jahteraan bersama masyarakat Desa.

ggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
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membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyaraka

dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
fungsi adat istiadat dan menjadi bagi
asli Desa yang tumbuh dan berke
masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelak
Desa dan Pemberdayaan
Le

perangkatDesa, Lembaga ,Kema tan Desa, dan unsur
masyarakat.

29. Pendampingan De aya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan erintahan Desa, Pembangunan
Desa, Pemberd arakat Desa, pembentukan dan

saha milik Desa dan/atau badan
sama, peningkatan sinergitas program
, dan kerja sama Desa untuk mendukung

a ke
t Desa, terdiri dari unsur

oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,
menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
otong royong di kalangan masyarakat Desa.

. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau
bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang
sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggar
urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan
tertinggal, dan transmigrasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
pemerintahan di bidang desa, pembangunan
dan transmigrasi.

san
al,

Pasal 2

(1) Pedoman umum Pembangunan
Masyarakat Desa dimaksu

D d Pemberdayaan
untu emberikan acuan

Koalinkasl Peraturan Dess

C. i ian/lembaga pemerintah non-
daerah provinsi, dan pemerintah

2 um Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

at Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
an sebagai pedoman dalam:

penyelenggaraan Pembangunan Desa;

. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
fasilitasi Pembangunan Desa;

. pengembangan kerja sama Desa;

e. pengembangan kerja sama Desa denganpihak ketiga;
dan
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f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana
nonalam.

Pasal 3
Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan D
sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;

b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pemb
Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Deg
c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan
Desa pada pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi/ 1 dalam
Pembangunan Desa;

nangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

keseimbangan alam; dan

kepentingan nasional.
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Pasal 5

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

b. Pembangunan Desa;
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

a o

pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANG
DAN PEMBERDAYAAN MASYAR

Pasal 6

(1) SDGs Desa merupakan ar bijakan Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarak sa.

(2) Penyusunan dan p laras kebijakan Pembangunan

arakat Desa sebagaimana

Koalinkasl Peraturan Dess

Desa dan Pemberda
dimaksud pad
Desa.

an melalui Sistem Informasi

a kemiskinan;

D tanpa kelaparan,;

a sehat dan sejahtera;

pendidikan Desa berkualitas;

keterlibatan perempuan Desa;

Desa layak air bersih dan sanitasi;

Desa berenergi bersih dan terbarukan;
pertumbuhan ekonomi Desa merata;

infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

i
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Desa tanpa kesenjangan;

kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;

T

konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
Desa tanggap perubahan iklim;

Desa peduli lingkungan laut;

Desa peduli lingkungan darat;

Desa damai berkeadilan;

kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan

72 T o0 B 8

kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa ad

Pasal 8

(1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dim
7 diprioritaskan berdasarkan kondisi
tergambarkan pada Sistem Informasi

intah Desa, BPD dan
an arah kebijakan

(I)menjadi pedoman bagi
masyarakat Desa dala
Perencanaan Pemban rta program dan/atau
kegiatan prioritas

Pencapaian ] esa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 paling an Desember tahun 2030.

Pasal 10

ian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud
asal 9 diukur dengan melakukan evaluasi laju
s Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

valuasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan
masyarakat Desa.

Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun
RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
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Pasal 11

(1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan

b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Des
untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

(2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyar:
dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan
tentang Desa.

(3) Pemerintah pusat dapat mengakses data Sl
dashboard Sistem Informasi Desa
Kementerian.

(4) Pemerintah daerah provinsi dapat|mengakses data SDGs
Desa melalui dashboard Si Desa berskala
provinsi.

(5) Pemerintah daerah
SDGs Desa melal
berskala kabup

m In

dapat mengakses data
Sistem Informasi Desa

Koalinkasl Peraturan Dess

kebijakan Pembangunan Desa dan
asyarakat Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta

(1)

Gs Desa oleh kepala Desa.

SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

ing sedikit memuat:

sasaran SDGs Desa;

. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs
Desa;

d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa;
dan

e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan
Desa.
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(3) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai
Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.

(4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa
termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten/kota
untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan
pembangunan daerah kabupaten/kota yang difokuskan pada
upaya mewujudkan SDGs Desa.

(5) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi
termuat dalam dashboard SDGs Desa di daerah
untuk digunakan dalam merumuskan program d
kegiatan pembangunan daerah provinsi yan
pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

(6) Peta Jalan SDGs Desa dalam Siste
termuat dalam dashboard SDGs
untuk digunakan dalam merumusk
kegiatan pembangunan nasion

lembaga pemerintah nonke yang difokuskan pada

upaya mewujudkan SDGs Des

(1) Pemerintah d en/kota, pemerintah daerah

kementerian/lembaga pemerintah

egiatan pembangunan masuk Desa

paten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
t (4).

emerintah kabupaten/kota menginformasikan program dan/
atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan
pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di
daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat ().
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(4) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan
masuk Desa untuk pencapaian SDGs Desa melalui dashboard
SDGS Desa Kementerian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (6).

(5) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai progr:
dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagai
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ke
format daftar rencana program dan kegiatan y.
ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.

(6) Format daftar rencana program dan kegiate
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam ang
merupakan bagian tidak terpisahkan Menteri
ini.

Koalinkasl Peraturan Dess

anggungjawaban Pembangunan Desa.
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Bagian Kedua
Pendataan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pas 4
huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pa )
dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Pendataan Desa tahap awal; dan
b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

(3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merup da SDGs Desa.

aimana dimaksud pada

(4) Sasaran Pendataan Desa
ayat (1) merupakan data Gs yang memuat data
kewilayahan dan data a tuk menggambarkan
kondisi objektif Desa.

(5) Data SDGs Des a dimaksud pada ayat (2)

dimasukkan k ikasi Sistem Informasi Desa yang

disiapkan tuk diubah menjadi data digital.

Pendatag e imana dimaksud pada ayat (1) dapat

ehaga pendamping profesional;
ader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
d. Pihak Ketiga.
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Paragraf 2
Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa
tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 aya

(2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan De

(2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dengan keputusan kepala Desa.

(3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagai
pada ayat (1), terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kep

b. ketua yang dipilih oleh kepala mempertim-
bangkan kemampuan d

c. sekretaris yang ditunj

d. anggota yang bera erangkat Desa, Kader

a, dan unsur masyarakat

Koalinkasl Peraturan Dess

(4) Unsur masy: bagaimana dimaksud pada ayat
it meliputi:
agama, tokoh masyarakat, tokoh

. organisasi atau kelompok perajin;

e. organisasi atau kelompok perempuan;

f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

i. kader kesehatan;

j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
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k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan
lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

(5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) perempuan.

Pasal 17

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksu

secara inklusif.
(3) Partisipasi masyarakat Desa dala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kan dengan
cara:

a. menjadi anggota kelom endataan Desa;

b. i j b , lengkap dan akurat
kepada kelomp Desa; dan/atau

baikan tentang data SDGs
istem Informasi Desa.

rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan

elaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian

antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa

dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun

tetangga, dan/atau keluarga.

(5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan
mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

5
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(6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem
Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dal
Pasal 17 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.

(2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud p ya
(1) terdiri atas:

a. dana pembekalan;
b. dana transportasi;

c. dana konsumsi;

d. pembelian telepon genggam d
rendah random access memo
penyimpanan 64 (enam luh

asi paling
megabyte dan
gigabyte;

an s
(ti

e. pulsa internet bulan tau

f. dana lainnya seswai |d ewenangan Desa dan

diputuskan dal Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

Pa af 3
Tahap Pemutakhiran

Pasal 19

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Desa.

124 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



Paragraf 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SGDs Desa

Pasal 20

(1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan data SDGs Desa
hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pa
19.

(2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

a. menetapkan data dasar di Sistem Informasj
membubuhkan tanda tangan -elektromik
Informasi Desa;

b. merawat dan melindungi data SDGs

De
c. melakukan pemutakhiran d SD ; dan
d. menetapkan data SDGs il pemutakhiran dengan
membubuhkan tanda g ktronik pada Sistem
Informasi Desa.
mbangunan Desa

Pere
aragraf 1

Umum

tiga

Pasal 21

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
asal 14 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa
i dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
wenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(3)

)

(5

(1)

()

6)

126

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs

Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dim d

pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:

a. perangkat daerah kabupaten/kota yang mel:
urusan pemerintahan bidang Pemberday

Desa;
b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdayaan Masyar:

d. Pihak Ketiga.
Pa.
rdiri atas:

Perencanaan Pemban

a. penyusunan RP.

b. penyusunan
gu Desa sebagaimana dimaksud
S

Perencana m
U secara berjangka meliputi:

jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
susun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan
paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
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Pasal 23

(1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau
kegiatan.

(2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan inform
yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana d
ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan in
melibatkan semua warga Desa melalui kelo
terpumpun dan/atau rembuk warga di

masyarakat, rukun tetangga/rukun w Desa
(4) Usulan progam dan/atau kegiatan s
pada ayat (1) dapat disampaik D dan/atau

kepala Desa.
(5) Usulan program dan/atau ebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat dj

atau kelompok.

a perseorangan dan/

Keterlibatan uz at Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal

elompok dalam Musrenbang Desa;

ndorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan
di Desa.
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Paragraf 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 25

RPJM Desa memuat:

a. visi dan misi kepala Desa;

b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

c. rencana program dan/atau kegiatan penye
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangu

(1) Penyusunan RPJM Desa sebagai i sud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf a dilakSans dengan memperhatikan
arah kebijakan perenca pembangunan kabupaten/

iskin, warga disabilitas,

akat adat, serta kelompok

Koalinkasl Peraturan Dess

perempuan, an

marginal dan
(2) Penyusunan a sebagaimana dimaksud pada ayat
tahapan kegiatan yang meliputi:
penyusun RPJM Desa;

unan rancangan RPJM Desa;

nyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas
rancangan RPJM Desa;

penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas,
menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat
oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan
Desa.
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(1)

()

)

Pasal 27

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM
Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat <
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan uns % t
Desa lainnya.

ayat (1), terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mem
timbangkan kemampuan dan keahlian; ?
a

Unsur masyarakat Desa sebagaimana/dimak: pada ayat
(2) huruf d meliputi:
a. tokoh adat, tokoh agam koh arakat, tokoh

pendidikan, tokoh seni
kewilayahan;

b. organisasi atau kel

aya, dan keterwakilan

dan/atau buruh tani;

organisasi at nelayan dan/atau buruh

elompok masyarakat miskin;
berkebutuhan khusus atau difabel;
kesehatan;

enggiat dan pemerhati lingkungan;

. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan
lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
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(5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

(6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:
a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan

b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan

Pasal 29

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebi
Desa dilakukan dengan cara:

a. mempelajari danmengkaji PetaJalan'S Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 t (1);

b. mempelajari dan meng rencana program dan
kegiatan yang mas ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ay: ).

30
n' RP esa menyusun rancangan RPJM

(2) Rancan M Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Tim pe
Desa.

isus rdasarkan:
nformasi Desa; dan

b.

encermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pemba-
gunan Desa.

ancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat:

a. visi dan misi kepala Desa terpilih;

b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa;

c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa
yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
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(4)

()

(3)

e

lokasi program dan/atau kegiatan;
perkiraan volume;
sasaran/manfaat;

waktu pelaksanaan per tahun anggaran;

>Rt oo

perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan

.

perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola,
karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/at
kerja sama dengan pihak ketiga.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pa

Rancangan RPJM Desa sebagaimana
(2), disampaikan oleh tim penyusun
kepala Desa.

Pa 1
g

Musrenbang Desa di ntuk membahas dan
menyepakati ranc Desa.

Musrenbang D, S a dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan tentuan sebagai berikut:

awarah Perencanaan Pembangunan

t

ala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan
lari unsur masyarakat; dan

. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan
unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa
berhak menghadiri Musrenbang Desa.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi
berdasarkan agenda SDGs Desa.

E
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4

(1)

(2

(3)

)

()

132

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), membahas:
a. visi dan misi kepala Desa terpilih;

b. pokok pikiran BPD;

c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang
diusulkan masyarakat Desa;
d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan

yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa;

e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 32
Hasil kesepakatan dalam Musrenbang cangan
cara.

RPJM Desa dituangkan dalam be a

Berita acara sebagaimana dimaksu ada ayat (1)
D dan seorang

perwakilan masyarakat

Berita acara sebagai ud pada ayat (1) dan

ikan kepada masyarakat Desa

lam Lampiran III yang merupakan bagian
an dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

D difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan
mengesahkan RPJM Desa.

Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
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b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara
musyawarah Desa; dan

c. pengesahan dokumen RPJM Desa.

(3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua
BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat
Desa.

(4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dim
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penanda
Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala
ketua BPD.

(5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai
pada ayat (4) menjadi pedoman dalan

Desa.

(6) Kepala Desa menginformasikan kepad arakat Desa
Peraturan Desa tentang RPJM a sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) melalui Sis I asi Desa dan/atau

media publikasi lainnya

3
ja erintah Desa

sal 34

esa dilakukan melalui tahapan:
penyusun RKP Desa;

Penyusunan

a. p
b.

dan penyelarasan rencana kegiatan dan

Pembangunan Desa;

atan ulang RPJM Desa;

sunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP

esa;

Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan

daftar usulan RKP Desa; dan

f.  musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 133

258 URINLRID [SeYLIDOS)



Pasal 35

(1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memedomani
dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:

a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa
pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. daftar rencana program dan kegiatan yang
Desa yang ada di dalam Sistem Informasi

. usulan masyarakat Desa tentang pro
kegiatan Pembangunan Desa untu
Desa;

e. berita acara musyawarah antar Desa ter esepakatan
antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian
SDGs Desa; dan

f. dokumen perjanjian /Kkerja gSama Desa dengan pihak

ketiga untuk bekerja s wujudkan pencapaian
SDGs Desa.

Perkiraan pend

Koalinkasl Peraturan Dess

2) fer Desa sebagaimana dimaksud

euangan pemerintah daerah provinsi; dan

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 36

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP
Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.

Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
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(3

b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d meliputi:

a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,
pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan kete
kewilayahan;

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau

c. organisasi atau kelompok nelaya
nelayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

e forum anak,
f.

g.

h.

i

j-

k. dan/atau lembaga kemasyarakatan

keadaan Desa.

P Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh
seratus) perempuan.

im penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
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(2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa;

b. pencermatan ulang RPJM Desa;

c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar u
RKP Desa; dan

d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain
rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 38
(1) Rencana kegiatan Pembangunan D masuk ke
dalam rancangan dokumen RKP D i n berdasarkan

hasil pencermatan dan penyelarasan encana program
dan kegiatan yang mas esa.

nan Desa yang akan
en RKP Desa disusun

(2) Rencana pembiayaa
masuk ke dalam r:
berdasarkan:

Koalinkasl Peraturan Dess

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
kabupaten /kota;
*ncana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah provinsi;
rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota; dan
g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak
mengikat.
(3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke
dalam Sistem Informasi Desa.
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Pasal 39

Pemerintah daerah kabupaten/kota menginformasikan kepada
Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang
masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) melalui penerbitan dokumen yang sah.
Pasal 40
(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian iﬁ

dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Des

pemerintah pusat dan/atau pemerintah da i
bupati/wali kota melakukan:
a. penerbitan surat pemberitahuan k esa;

dan

b. pembinaan dan pendampingan pa Pemerintah
Desa untuk mempercepa laks Perencanaan
Pembangunan Desa.

(2) Percepatan pelaksana
sebagaimana dimaksu
Desa ditetapkan

Pembangunan Desa
(1) huruf b agar APB
esember tahun berjalan.

41

(1) Tim pe esa melakukan pencermatan ulang

ang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
dilakukan dengan cara:

ati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan

encermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan
Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang
tertuang dalam dokumen RPJM Desa;

mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;

d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal
program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk
pencapaian SDGs Desa; dan
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e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau
kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan
pada upaya pencapaian SDGs Desa.

(3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:

a. daftar prioritas usulan rencana program dan/at
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) t n
anggaran berikutnya;

b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah
tujuan SDGs Desa;

c. daftar rencana kerja sama antar Desa
d. daftar rencana kerja sama Desa d

(4) Data dan informasi hasil pencerm
sebagaimana dimaksud pada ayat|(3) di
format hasil pencermatan RPJM De

asukkan dalam
o gda di Sistem
Informasi Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

Tim penyusun RKP sanakan penyusunan rancangan

RKP Desa dengan berpedoman
pada Sistem Inf yang memuat:

dan kegiatan yang masuk ke Desa;

nformasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 43

ancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;

d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
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(3)

(2

e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

f. tim Pelaksana Kegiatan.

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama an
Desa disusun dan disepakati bersama para kepala
yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 44

Pemerintah Desa dapat men,
kegiatan Pembangunan Desa d bangunan Perdesaan
kepada pemerintah pusat,” peme daerah provinsi, dan/
atau pemerintah daer /kota.
sun usulan prioritas program
aksud pada ayat (1).

an kegiatan sebagaimana dimaksud

an prioritas program dan

Pasal 45

im penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP
Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi
berita acara.
Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan

:
g
:
§
g
2SeQ UelniEleg [SeUIpoy]
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perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak
menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan
tim RKP Desa.

(3) Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencan
Desa.

Pasal 46

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan
bupati/wali kota melalui camat sebagai
hasil partisipatif di Desa untuk perencanas
Daerah.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 31 D

(3) Bupati/wali kota menginfo
tentang hasil pembahasan d usulan RKP Desa.

(4) Informasi sebagaim pada ayat (3) diterima
etapan RKP Desa tahun

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) elaksanakan Musrenbang Desa untuk
2 y Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
a Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur
arakat dalam Musrenbang Desa.

arga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
menghadiri Musrenbang Desa.

Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman
pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah
Desa.
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Pasal 48

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (1) membahas dan menyepakati:

a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;

b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidanga
program dan kegiatan beserta sumber pendanaann
dan

c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difi
pada upaya mewujudkan pencapaian SD
sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM

Dalam pembahasan sebagaimana dim:

huruf a dilakukan reviu laju pencap SD Desa dan

upaya percepatan pencapaian SDGs sa.

Upaya percepatan pencapaian@®SDGs sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)

SDGs Desa dan pencerm

SDGs Desa yang me < tem Informasi Desa.

Hasil kesepakatan Mu

an berdasarkan data
uasi laju pencapaian

sa pembahasan rancangan
berita acara.

eh kepala Desa kepada BPD.
menginformasikan kepada masyarakat Desa
ara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui
Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 49

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan
mengesahkan RKP Desa.

Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah
RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
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a. pembahasan rancangan RKP Desa;
b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara
Musyawarah Desa; dan
c. pengesahan dokumen RKP Desa.
(3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ke

BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masy t
Desa.

(4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pen
Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh k
ketua BPD.

(5) Kepala Desa menginformasikan ke g ]
Peraturan Desa tentang RKP Desal sebagaiimana dimaksud
pada ayat (4) melalui Sistem In asit Desa dan/atau
media publikasi lainnya.

Koalinkasl Peraturan Dess

tang rencana pembiayaan
ana dimaksud dalam Pasal
am Lampiran V yang merupakan
dari Peraturan Menteri ini.

2) ‘ itas usulan rencana program dan/atau
gunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran
daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah
tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama
esa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pemban,
Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
pada ayat (1) dilakukan secara swakelola de

a. pendayagunaan swadaya dan gotong royor

Desa;
b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; daf/atau

c. padat karya tunai Desa.

(3) Dalam hal swakelola pel
sebagaimana dimaksud pada ay
dan/atau jasa, Pemerig

Pembangunan Desa
embutuhkan barang
at melibatkan penyedia
an ketentuan peraturan

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa

Pasal 52

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:

a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
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penyusunan rencana kerja;

sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
pembekalan Pelaksana Kegiatan;
pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi;
pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
pengadaan tenaga kerja; dan

pengadaan bahan/material.

Pasal 53

Kepala Desa memeriksa dan menetap
Pelaksana Kegiatan Pembangunan
dengan keputusan kepala Desa.
Tim Pelaksana Kegiatan sebagaim sud pada ayat
(1) terdiri atas perangkat Desa, dan sur masyarakat

Dalam hal anggota
dimaksud pada ay:

berwenang men, i
domisili kelu

tugas.

Kegiatan sebagaimana
durkan diri, kepala Desa
Pelaksana Kegiatan, pindah
tau berhalangan melaksanakan

Pasal 54

iatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
gas membantu kepala Desa dalam tahapan

Pasal 55

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 menyusun rencana kerja tim bersama kepala Desa.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. uraian kegiatan;

b. biaya;
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c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;

e. kelompok sasaran;

f. tenaga kerja; dan

g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 56

(1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi
RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada ma

(2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimak
(1), dapat dilakukan melalui:
a. musyawarah persiapan pelaksan
b. Sistem Informasi Desa;

c. papan informasi Desa; dan

d. media lain sesuai kondisi

pembekalan tim Pelaksana

diri atas:

perangkat Desa;

b. tim Pelaksana Kegiatan;

c. panitia pengadaan barang dan jasa;

d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. unsur masyarakat Desa.
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(5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan
kegiatan;

pengadaan barang dan jasa;

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 58

a o o

o

(1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi
dokumen administrasi kegiatan den
(2) Dokumen administrasi sebagaim
(1) paling sedikit meliputi:
a. rencana anggaran biay

o

administrasi keuang

anfaat;

0

Koalinkasl Peraturan Dess

£

ketiga dalam menyelesaikan

ui hibah dari warga masyarakat
Desa atas lahan atau tanah yang
esa yang terkena dampak kegiatan
Desa;

rnyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk
idak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa; dan

. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa.
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Pasal 59

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan
swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 60

(1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebag
dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit meli

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; d
e. penetapan besaran upah

(2) Penetapan upah dan/atau agaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e
wali kota mengenai

jasa di Desa.

ada peraturan bupati/
pengadaan barang dan

ksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana
aksud dalam Pasal 59 paling sedikit meliputi:

a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;

c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari
Desa;
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d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
e. penentuan harga material atau bahan.

Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan bupati/
wali kota mengenai harga satuan material atau bahan di

Desa.
Dalam hal peraturan bupati/wali kota sebagaimana dim
pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa me
keputusan kepala Desa mengenai penetapan har;
atau bahan di Desa melalui survei harga sai

Pasal 62

syarakat
Pembangunan Desa,

Pendayagunaan swadaya dan got royo

Desa dalam pelaksanaan kegiat
paling sedikit meliputi:
a. pendataan dan penghi

uang atau dana, bahan
dan material, maup sukarela dari swadaya

masyarakat Des ak lain;

atau lahan dari masyarakat

C. ok tenaga kerja sukarela; dan

swadaya masyarakat serta tenaga sukarela
aksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana
di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam

Pasal 63

Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:

a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin,
serta anggota masyarakat marginal lainnya;
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(2

(3)

)

b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan
menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan

c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi p
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar

(1) terdiri atas:

a. padat karya ekonomi produktif, dan

b. padat karya infrastruktur produktif.

Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaks
angan;

¥

a. pertanian dan perkebunan untuk ket

b. restoran dan wisata Desa;

c. perdagangan logistik pangan;

d. perikanan;

e. peternakan;

f. industri pengol ergudangan untuk

pangan; dan

g. usaha ekono

uti infrastruktur untuk mendukung
if yang menyerap tenaga kerja dalam

usaha pertanian berskala produktif;

a dan prasarana jasa serta usaha industri kecil
an/atau industri rumahan;

sarana dan prasarana pemasaran;

. sarana dan prasarana transportasi;
sarana dan prasarana Desa wisata;
sarana dan prasarana Desa digital; dan

g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi
produktif lainnya.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 149

258 URINLRID [SeYLIDOS)



Pasal 64

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan
hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah,
bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada diatasnya
yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dam
bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pem
ganti kerugian yang layak dan adil.

(3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil s
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangs

(4) Penentuan harga atas lahan atau
hak kepemilikan dan pemberian g
dengan harga pasar.

(5) Pendanaan yang dibutuh alam rangka perlindungan
hak masyarakat miskin a dimaksud pada ayat
(2) menjadi bagian
biaya kegiatan.

& .
Pasal 65
a ngoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling

gendalian pelaksanaan kegiatan;

rencana anggaran dan

Koalinkasl Peraturan Dess

perubahan pelaksanaan kegiatan;

penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.
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Pasal 66

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan
kegiatan untuk membahas:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. permasalahan, kendala, hambatan dan penangananny:

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perk
pelaksanaan kegiatan.

(3) Kepala Desa dapat menambahkan
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud' pada t (1) sesuai
dengan kebutuhan.

(1) Kepala Desa mengendali
Desa dengan cara:

kegiatan Pembangunan

a. memeriksa
proses dan i sanaan kegiatan Pembangunan

sebagian dan/atau seluruh

. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik
50% (lima puluh persen); dan

c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100%
(seratus persen).

B
:
5
E
-
5
:
258 URINLRID [SeYLIDOS)

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 151



Koalinkasl Peraturan Dess

)

)

(1)

(2

(3)

)

152

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga
pendamping profesional sesuai bidangnya.

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan
kepada kepala Desa.

Pasal 68

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pe
kegiatan Pembangunan Desa melalui Musys

banjir dan/atau kerusuhan so
b. kenaikan harga yang tid

C.

pada ayat (2), dil ketentuan:

ilai a kegiatan yang ditetapkan
g bersumber dari swadaya
n pihak lain, dan/atau bantuan
erintah pusat, pemerintah provinsi,

dah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat Desa; atau

2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a.

tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan

kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat
menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 69

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas
dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang
dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggar:
biaya.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepalé

Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan pena
dan penyelesaian masalah masyarakat dalamgp

kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduaf) masy 4

b. menganalisis pengaduan;
C. penetapan status m
d. penanganan masal
e. penyelesaian penyelesaian masalah.

Penanganan pe masalah sebagaimana dimaksud
ketentuan:

identitas pelapor; dan

aupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
ngutamakan penyelesaian masalah di tingkat;
pelaksana kegiatan;

menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah;

. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;

e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan kearifan lokal Desa; dan

f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
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Pasal 71

Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan,
BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (3).

Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan sec
mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melap
kepada bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 72

Tim Pelaksana Kegiatan menyusu

laporan perkembangan pelaksanaan kegiat tiap bulanan.
Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. uraian kegiatan;

b. belanja biaya;
c. pencapaian targ sanaan;
d. lokasi;

.-
2.
5

enaga kerja; dan

egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan
dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan
dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
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Pasal 73

(1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa
dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang
perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasita
pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangun:
Desa; dan

c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keber
hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan

hasil pelaksanaan kegiatan sebagaim
ayat (1) diatur dengan Peraturan De

(1)

()

ara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan
dan memberikan tanggapan atas masukan

awarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

elenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan

atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertang-
gungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
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BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 75
Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:
a. Desa; Q

b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerak;
c. pihak lain.

Pasal 76

(1) Pemberdayaan Masyarakat Des ang |dilakukan oleh
Desa sebagaimana dimaks dal al 75 huruf a
dilakukan sesuai kewen erdasar hak asal usul
dan kewenangan lokal

(2)

Pemberdayaan ma aimana dimaksud pada

Koalinkasl Peraturan Dess

laksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa
engan Pihak Ketiga;
. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

unsur masyarakat individual dan/atau kelompok
masyarakat.

Pasal 77

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 75 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian; dan

b. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah y
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemban
dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

(8) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimans
pada ayat (2) dapat dibantu pendamping prg
dikontrak oleh pemerintah pusat dan/ata

daerah.
Pasal 78

(1) Pemberdayaan Masyaraka yang dilakukan oleh
pihak lain sebagaimana di alam Pasal 75 huruf
¢ merupakan wujud syarakat sipil dalam
Pendampingan Des

(2) Pemberdayaan esa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

wadaya masyarakat;
tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
isasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan,

ganisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi
wanita, organisasi atau kelompok seni budaya; dan

perusahaan dan/atau badan usaha lain.
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Bagian Kedua
Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masy

meliputi:

a. pengembangan kapasitas masyarakat de
Desa dalam Pembangunan Desa;

b. penegakan hak dan kewajiban Desa : kat Desa;

penguatan kelembagaan Desa din

a o

penguatan budaya Desa adaptif.

Pengembang; asyarakat dan

Pemerintah am Pembangunan Desa

Koalinkasl Peraturan Dess

asal 80

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
an melalui:

Pasal 81

Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 huruf a difokuskan pada
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai
upaya pencapaian SDGs Desa dengan materi pembelajaran
mengenai:
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kebijakan SDGs Desa;

Pendataan Desa;

o P

c. Sistem Informasi Desa;
d. tata kelola Pemerintahan Desa;
e. tata kelola Pembangunan Desa; dan

f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.

Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagai
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pelatihan dalam kelas;
b. pembelajaran mandiri;

c. komunitas pembelajar  berupa kelo
dan/atau kelompok diskusi;

e

mentoring;
sekolah lapang;
studi banding;

pemagangan;

5 oRothoo

pembelajaran jarak

cara pembelaj sesuai kondisi objektif Desa.

82

simulasi;
praktik lapang; dan

. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif
Desa.

“g.
:
§
:
g
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(1)

(2

Koalinkasl Peraturan Dess

(2)

160

Pasal 83

Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs
Desa.

Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam p
ayat (1) dilakukan dengan cara:

dan pengembangan badan us
badan usaha milik Desa Ber
upaya pencapaian SDGs Desa;
berpartisipasi aktif dalam
ada upaya mewujudkan

b. Pendampingan Desa
Pembangunan Desa d

rintahan Desa dan kualitas
a melalui mentoring, pembelajaran
atau pembelajaran melalui komunitas

Paragraf 3
en an Hak dan Kewajiban Desa serta
Masyarakat Desa

Pasal 84

enegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b difokuskan
pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengembangan paralegal,

b. bantuan hukum;

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



c. advokasi kebijakan;
d. pengembangan akuntabilitas sosial;

e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan
Desa; dan

f. pengembangan jurnalisme warga.

Paragraf 4
Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 85

(1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagai

a. ketahanan sosial masy:
kaderisasi masyaraka

asi Desa;

a0 o

konsolidasi parti masyarakat Desa; dan

o

P atan Budaya Desa Adaptif

Pasal 86

atan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud
am Pasal 79 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian
DGs Desa.

Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;

b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
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(1)

()

162

™o 0

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAW.

Pemantauan di

swakelola Pembangunan Desa;

pemajuan kebudayaan Desa;

pemberdayaan masyarakat adat;

Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan
budaya; dan

peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lembaga Adat Desa.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 88

Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan
partisipatif.
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(1)

(2

(3)

(1)

Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

Pasal 89

Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kot

(1) menggunakan sistem peringatan dini secara digitz
Sistem Informasi Desa.
Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sist
Desa dikarenakan pelaksanaan program
Pembangunan Desa sebagaimana dim
tidak mencapai target waktu, target
atau target realisasi kegiatan, dilaku
a. pemerintah daerah kab
pendamping profesional, fa si Pemerintah Desa dan
tim Pelaksana Kegia percepat pelaksanaan

/kota,“dengan dibantu

a tim Pelaksana Kegiatan
pelaksanaan program dan/atau
Desa; dan

erintah daerah provinsi memantau
dukungan jika dibutuhkan terhadap
tan-percepatan pelaksanaan program dan/
Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 90

Evaluasi dilakukan dengan cara:
a. evaluasi Pembangunan Desa; dan

b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

Pasal 91

(1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerint
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabup
kota.

(2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dima
ayat (1) dikelola dengan sistem peringata
digital dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Dalam hal terjadi peringatan dini se

SDGs Desa, pemerintah daerah
dibantu pendamping profesional,
Desa dan tim Pelaksana
pencapaian SDGs Desa

(4) Dalam hal Pemerint: i sanggup mempercepat
an keterbatasan sumber

Koalinkasl Peraturan Dess

kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud
ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 92

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dilaksanakan
oleh Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
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(2) Hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi umpan balik untuk:
a. peningkatan kualitas pendampingan;
b. input merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
c. peningkatan usaha ekonomi masyarakat;

d. peningkatan usaha ekonomi produktif yang dikelola bad
usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bers

e. resolusi konflik; dan

f. pengembangan program dan atau kegiatan Pembe
Masyarakat Desa lainnya.

(3) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Des
dimaksud pada ayat (1) dilakukan de
a. kunjungan dinas/pengamatan lan

b. diskusi dengan masyarakat Desa gkat Desa;

c. riset, studi/kajian, dan s
d. evaluasi digital berbasis/Sist formasi Desa;
e. publikasi; dan/ata
f. pengaduan dan arakat.
(4) Laporan hasil e
Desa sebagaim

Pemberdayaan Masyarakat
ud pada ayat (1) dilaksanakan

secara ter istem Informasi Desa dan media

publika:

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 93

gawasan dilakukan dengan cara:
a. pengawasan partisipatif; dan
b. pengawasan teknokratis.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.
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Pasal 94

(1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
(2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelol
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat D
yaitu:

. kepala Desa;

a

b. perangkat Desa;

c. kelompok kerja Pendataan Desa;
d. tim penyusun RPJM Desa;

e. tim penyusunan RKP Desa;

f. panitia pengadaan barang dan [jasa dif Desa; dan

g. tim Pelaksana Kegiatan.

(3) Dalam hal masyarakat
pengelola Pembangunan

enemukan adanya kinerja
emberdayaan Masyarakat
a ayat (2) tidak sesuai
dang-undangan, masyarakat
aspirasi secara langsung kepada
an aspirasi secara tidak langsung
an.

Pasal 95

teknokratis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah

(1)

engawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui mekanisme:

a. pengawasan kinerja; dan
b. pengawasan ketaatan administrasi.

(3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan
dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
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()

Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya
kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dilakukan tindakan:

pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dibantu pendamping
profesional, memfasilitasi para pengelola Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan
kinerja; dan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi meng;
dan memberikan dukungan terhadap upaya peni

oleh aparat pemeriksa internal pemerin
kota sesuai ketentuan peraturan pe

Pembinaan dil Kementerian, kementerian/
lembaga pemerin ementerian, pemerintah daerah
daerah kabupaten/kota.

ntoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat
Desa; dan

1. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran
untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan
komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan
masyarakat Desa.

i
:
5
g
5
S
E
258 URINLRID [SeYLIDOS)

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 167



Koalinkasl Peraturan Dess

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendataa
Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundan,

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai aturan
smigrasi
embangunan
gara Republik
dan dinyatakan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terti
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedom:
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), d
tidak berlaku.

laku pada tanggal diundangkan.

uinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri i
Agar setiap oran;
Peraturan gan penempatannya dalam Berita

Negara R

1 Desember 2020

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

Salinan sesuai aslinya

DIREKTUR JENDERAIEmenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi,dan Tata

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, REMENTERIAN HUKU

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLI NESIA,
'

ttd.
Eko Bambang Riadi

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UN 2020 NOMOR

&6

&

2S8Q URINLIRID [SeYLDOS)
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

&

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM D

DESA

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
FPemenntah/ Pemda Frov/ - Totel Pagu
No Bidang Nama Program/ Kegiatan | Femda Kab (Kementerian/ Lokasi Kegiatan | oo | Satuan Dana
(Dusun/RT/RW)
OPD) [Rp.)
i

=
Penguatan Kepasites - Z
P, ¢ Desa, Pemerintah (Kemg Desa 5 Orang 5.000.000

Desa ........., tanggal ..., ..oy oce
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Femda Frov/ Pemda Kab [nama OFD]
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MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunanﬁe%rah Tertinggal,
dan TransmigrasiKepala Biro Hukuhi, Organisasi, dan
Tatalaksana
, ABDUL HALIM ISKANDAR Q

\’é@
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LAMPIRAN 1II

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA D
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

o’

\’é@
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Judul Kolom Diisi dengan
Iﬁomor bidang
Bidang
Penomoran kegiatan
Nama program/ kegiatan
SDGs Desa ke
Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yangdisasar oleh program/
kegiatan

R RIEE

[Target capaian tahun ke 1

[Target capaian tahun ke 2

[Target capaian tahun ke 3

[Target capaian tahun ke 4

k [Target capaian tahun ke 5

Target capaian tahun ke 6

Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
umlah output & satuan

umlah dan pihak penerima manfaat
Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
IWaktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
IWaktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
umlah biaya

[Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKPr
lain-lain

TS

X Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pih

UNAN DAERAH
TINGGAL, DAN
SMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Kodinkasl Peraturan Desa

an sesuai gglipya
, Pembangunan Daerah Tertinggal,
iKepala Biro Hukum, Organisasi, dan

Tatalaksana
ABDUL HALIM ISKANDAR
]
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA D

MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RP.

Damdoss Darits Acars (8 dibust das disehier  desgan  panuh
Eanmrurmawal srar  dspat di k E n

NOPRT .
Farua BFD Kapals Dasa

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 175

AN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4
FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DQ
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MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai doilya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan TransmigrasiKepala Biro Hukum, Organisasi, dan

Tatalaksand BDUL HALIM  ISH

T Yhed

i
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

L

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DE

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DE:
DESA H -
KECAMATAN G VOO RPN .S
KABUPATEN :

Koalinkasl Peraturan Dess

PROVINST
Bantuan keuangan sl
5ED | Leinnya yang Sah
Kabupaten/ "G" Tidal:
i e engilzat
J

DIESR ey tanggal ..., ..o, o
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Bidang
Nama program,/ kegiatan

Jumlah bisya program/ kegiatan yang didansi dari PADes [Rp.|
Jumlsh bisys program, kegiatan yang didensi dari DD [Rp.)
Jumlah bizya program/ kematan yans didansi dar ADD [Rp
Jumlah bisya program/ kesiatan yanz didansi dari BHPD-RD (Rp.)
Jumlsh bisys program/ kesistan yang didsnsi dari BEFrov [Rp.)
Jumlsh bisys program/ kesiatan yeng didenai dari BEKab (Fp.)
Jumlsh biays program/ kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.)
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MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

+td
Salinan sesuai aslinya -
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan TransmigrasiKepala Biro Hukum, Organisasi, dan

Tatalaksana ABDUL HALIM ISKAND

\’é@
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

o’

\’é@
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Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1
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SALINAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDO

PERATU

LEMBAGA KEBIJAKAN P
JASA PEMERINTAH
NOMOR

G/
INDONESIA
19

U

TA CARA PENGADAAN
DI DESA

PEDOMAN PE

UHAN YANG MAHA ESA

BIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
NTAH REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan

193



Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu-satunya
lembaga pemerintah yang mempunyai tugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata
pelaksanaan kegiatan pengadaan baran

undangan mengenai Pengadac
di Desa;
c. bahwa dalam rangka me : yusunan
peraturan Pengadaa arang/Jasa di Desa
diperlukan pedoman' bagi pati/Walikota
Bupati/Walikota

Kodinkasl Peraturan Desa
%
]
=
g

eraturan Lembaga Kebijakan
arang/Jasa Pemerintah tentang

dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
esa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mengingat :
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Jasa Pemerintah sebagaimana te

(Lembaran Negara Repu

4. Peraturan Me am Negeri Nomor 20
Tahun 2018 ngelolaan Keuangan

sanisasi dan Tata Kerja Lembaga
kan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a Negara Republik Indonesia Tahun 2019
or 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

t :
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
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Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud deng:

1.

196

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yan
dengan nama lain, selanjutnya disebut
kesatuan masyarakat hukum yang memili

yang berwenang untuk mengatur dad urusan
pemerintahan, kepentingan masyara : dasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional
yang diakui dan dihormatidala pemerintahan

Negara Kesatuan Republi
Lembaga Kebijakan Pe

yang bertugas menge an merumuskan kebijakan
Pengadaan Ba merintah.

ntingan masyarakat setempat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sa adalah Kepala Desa atau yang disebut
a lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
vara Pemerintahan Desa.
Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
but APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
merintahan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Des
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer
Kabupaten/Kota.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang

Daerah Kabupaten/Kota serta ke
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemeri Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kab suai dengan

10. Kepala Desa adalah pejabat R Desa yang mempunyai

claksanakan tugas dari
Daerah.

11. e anjutnya disebut Kaur adalah perangkat

12. i yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat

erkedudukan sebagai pelaksana teknis yang

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

aksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK

ah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan

egiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau

masyarakat desa sekitar lainnya.

15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan
barang/jasa.
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Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawar:
tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dil

oleh TPK.

Lelang adalah metode pemilihan Penyedia un

memenuhi syarat.
Swakelola adalah cara memperoleh b
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/ata
Aparat Pengawas Intern Pemeri
disingkat APIP adalah aparat yang
melalui audit, reviu, pemantauan,
pengawasan lain terhada; ggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

pengawasan

i, dan kegiatan

Pembinaan Pengad d jatan yang meliputi proses
pembentukan ran) bupati/walikota, konsultasi dan

bimbingan tekiis Barang/Jasa di Desa.
agian Kedua
Prinsip

Pasal 2

ga enerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

fisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan
nggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,;
efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya;

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa



transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas
oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadik
sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk
mengelola pembangunan desanya;

bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan
yang sehat di antara sebanyak mun
setara dan memenuhi persyaratan;

adil, berarti memberikan perlakuan y: bagi semua

calon Penyedia dan tidak gara uk memberi
keuntungan kepada pihak en dan

akuntabel, berarti ha se engan aturan dan
ketentuan yang terkaié gadaan sehingga dapat

dipertanggungjawal

B Ketiga
Etika

Pasal 3

erlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus
sebagai berikut:

akan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan;

tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

258 URINLRID [SeYLIDOS)
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d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak seh
dalam Pengadaan;

f.  menghindari dan mencegah pemborosan dan
keuangan desa;

ke
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewen: an/
atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, ata jikan

komisi,
rabat, dan apa saja dari atau kepada gsiapapun yang
diketahui atau patut diduga berk: dengan Pengadaan.

untuk memberi atau menerima h

Koalinkasl Peraturan Dess

(1)

(2)
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan yang merupakan pelaksanaan
angan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB
diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

eraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga
ini dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.
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Pasal 5

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui
Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan

partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakel

maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedi
sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilaku
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksan den, Swakelola.

Pa
Ketentuan lebih lanjut me i Ped Penyusunan Tata
Cara Pengadaan dan conto upati/Walikota tentang
Tata Cara Pengadaan sa di Desa tercantum dalam
Lampiran yang a ian tidak terpisahkan dari
Peraturan Lemb i

BAB III
PARA PIHAK

Bagian Kesatu

@ Para Pihak Dalam Pengadaan
Pasal 8
ar:

a Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:
a. Kepala Desa;
b. Kasi/Kaur;
c. TPK;

258 URINLRID [SeYLIDOS)
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Koalinkasl Peraturan Dess

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
a.
b.

202

Masyarakat; dan
Penyedia.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 9

menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

mengumumkan Perencanaan Pengadaan ya
RKP Desa sebelum dimulainya proses
tahun anggaran berjalan; dan
menyelesaikan perselisihan antara 1 ngan TPK,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

adaan untuk kegiatan sesuai

mengelola Pengadaan:
% kumen persiapan Pengadaan;
enyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada

elakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas
ai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;

. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
menerima hasil Pengadaan;

melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya
kepada Kepala Desa; dan

h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita
acara penyerahan.
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(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila
anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak
mencukupi.

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat Q

Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 11
(1) TPK terdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; d
c. Masyarakat.
(2) TPK ditetapkan dengan ,ju nil minimal 3 (tiga)
orang.

(3) Berdasarkan perti mpleksitas Pengadaan, personil
TPK dapat dit:
(4) Organisasi TPK

(5) dalam Pengadaan adalah:
anakan Swakelola;
yusun dokumen Lelang;

mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;

. memilih dan menetapkan Penyedia;

memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada
Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
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(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara
Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari
anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/
pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya mem-
perhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksa
a. berpartisipasi dalam pelaksanaan
b. berperan aktif dalam pengawass
Pengadaan.

Bagi

Koalinkasl Peraturan Dess

sus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
enaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
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(1)

(2

(3)

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihanantara para pihak dalam
Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaika
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk muf:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana di
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pen

oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian perselisihan seba
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak te
perselisihan tersebut dapat dilaku ui Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengade pengadilan
sesuai dengan ketentuan p perundang-undangan.

DAN PENGADAAN
LEKTRONIK

PEMBINAAN,

agian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

h yang membidangi urusan Pemerintahan dan

bEan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat
b

erdayaan Masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah
yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa melibatkan UKPBJ di kabupaten/kota
setempat.
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Q

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang
membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan
Walikota sesuai dengan peraturan perundang
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksug
yang memerlukan tindak lanjut, dilaksafak
Walikota melalui APIP.

Bagian Ketiga
Pengadaan Elektronil

Pengadaan dapat dil e elektronik.

BAB VI
NTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

ga ebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini
asuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerint

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengad

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015
dicabut dan dinyatakan tidak berl

omor 1506),

Peraturan Lembaga ini mul a tanggal diundangkan.
Agar setiap orang men; i memerintahkan pengundangan
Peraturan Lembaga

Negara Republik In

enempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd

RONI DWI SUSANTO
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA Q &
.." ] i b\ el Q

Salm ' scsual dengan asli

0 Soedarmo
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LAMPIRAN 1

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DAFTAR ISI
BAB I PERENCANAAN PENGADAAN ....... 2
BAB II PERSIAPAN PENGADAAN.......cc...futlieeenniie e, 3
A. Persiapan Pengadaan secara \Swakelola.......... 3
B. Persiapan Pengadaangmelalui Penyedia.......... 4
BABIII PELAKSANAAN PENGADAANR........cccccovvvieeeeeennnn. S
A. Pengadaan secdra \Swakelola'.................ccceeees S
B. Pengadaan m i 7= IO OUURUUP 6
BABIV  PELAPO TERIMA .....ccccovviieeeenne 14

BAB I
P NCANAAN PENGADAAN

aan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan
a Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
encanaan Pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa
meliputi:

a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;

d. biaya;
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sasaran;
waktu pelaksanaan kegiatan;

pelaksana kegiatan anggaran;

5 R0

tim yang melaksanakan kegiatan; dan

rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yan
akan dilakukan.

3. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dim

-

Pengumuman
a. Hasil perencanaan pengadaan yang ad

informasi yang mudah diakses olg kat, sekurang
kurangnya pada papan peng
b. Pengumuman perencan pens paling sedikit

memuat:
1

) Nama Kegiatan;
) Nilai Pengad

) Jenis Pe
)
)

Kelu Output (terdiri dari volume dan satuan);
T
3

l elaksanaan.

Koalinkasl Peraturan Dess

encanaan Pengadaan menjadi acuan dalam
yusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.
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BAB II
PERSIAPAN PENGADAAN

Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara

Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) yang terdiri dari:

a.
b.

jadwal pelaksanaan kegiatan;

rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan
dan peralatan;

RAB Pengadaan yaitu RAB yang
Kaur menjelang dilaksanakannya

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan
RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu
rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan
dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada
DPA.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 211

258 URINLRID [SeYLIDOS)



4. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor
kepada Kepala Desa.

5. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 kepa
TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

B. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pen
Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksan
yang terdiri atas:

a. waktu pelaksanaan pekerjaan;

);
teknis (apabila
apabila diperlukan);

b. gambar rencana kerja (apabila [diperlu

c. Kerangka Acuan Kerja (
diperlukan)/daftar kuanti

d. Harga Perkiraan Sendiri dan

€. rancangan sura

2. HPS sebagaim
harga perkira

Koalinkasl Peraturan Dess

ada angka 1 huruf d adalah
ng ditetapkan oleh Kasi/Kaur

g/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan
ndisi sebagai berikut:

a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka
harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia
tersebut.

b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka
harga pasar adalah

1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
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2) harga yang paling rendah, jika tidak ada harga
sebagaimana dimaksud pada angka 1).
Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung
dengan cara:

a. Menggunakan data/informasi antara lain:

1) Harga pasar di Desa setempat; atau
2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dal
hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada d

setempat.
b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai
c. Memperhitungkan biaya angkut (jika g yang

diadakan tersebut harus diangkut
yang memerlukan biaya angkut).
RAB pada
incian objek

Dalam hal terdapat perbedaan HPS \deng
DPA, sepanjang tidak melebihi) nilai

belanja, pengadaan dapat dila

atkan dengan terlebih dahulu
melakukan revisi RAB pad @
Dalam hal terdapat pe 2 PS 'dengan RAB pada DPA
yang melebihi nilaigp objek belanja, pengadaan

Kasi/Kaur melapor kepada
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BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN

A. Pengadaan Secara Swakelola

1. Ketentuan Umum
Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persia;
Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagai
dimaksud pada tahap Persiapan Pengadaan B &

ab
2. Pelaksanaan
a. Swakelola dilaksanakan oleh:
1) TPK; atau

2) TPK dengan melibatkan mas
b. Pelaksanaan Swakelola dilakuk:

lain:

1) TPKmelakukan pemb

eng anduan antara

ang menghasilkan

2) Apabila diperl nentukan narasumber/
tuan sebagai berikut:

Koalinkasl Peraturan Dess

at berasal dari masyarakat Desa

setempat.

sun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
api dengan dokumentasi kegiatan.

am melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
arana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang
tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola
membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan
yang tidak dimiliki/ tidak dikuasai Desa maka TPK
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
3. Pengendalian

a. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan
kegiatan Swakelola meliputi antara lain:
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4.

1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
2) penggunaan narasumber/tenagakerja, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan.
b. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan
evaluasi kegiatan Swakelola.

c. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan Swakelola
ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta T
untuk melaksanakan perbaikan target dan re
pelaksanaan pekerjaan.

Pengumuman

a. Hasil kegiatan dari Pengadaan melal
diumumkan melalui media informaSi
diakses oleh Masyarakat, sekur
papan pengumuman Desa.

b. Untuk pekerjaan konstruksi s

c. Pengumuman hasil adaan secara Swakelola

meliputi:
1) Nama Ke
2) Nilai Peng

(terdiri dari volume dan satuan);

elaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

an Melalui Penyedia
entuan Umum
elaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun
oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Tahap
Persiapan Pengadaan Bab II.
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b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/belanja
yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung
pelaksanaan Swakelola antara lain:

1) pembelian material pada Swakelola pembangun
jembatan Desa;

2) sewa peralatan untuk Swakelola pembangu
Desa;

3) konsultan untuk merencanakan pemba
Desa; atau

4) konsultan untuk mengawasi
Desa.

Contoh kebutuhan untuk kegi /belanja yang tidak

dapat dilaksanakan den Sw. tara lain:

1) pengadaan kompu inter, dan kertas;

2) langganan interne

pengadaan

tamakan menggunakan bahan/alat/material
asi pekerjaan setempat.

tuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK
menyusun dokumen Lelang yang memuat antara lain:

1) ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka
Acuan Kerja (KAK);

2) Daftar Kuantitas dan Harga;

3) spesifikasi teknis;

4) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

5) waktu pelaksanaan pekerjaan;
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2.

6) persyaratan administrasi;
7) rancangan surat perjanjian; dan
8) nilai total HPS.

f. Persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa surat
pernyataan kebenaran usaha. Untuk pengadaan seperti
kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan
dengan metode Lelang, persyaratan administrasi un
Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok
Pajak (NPWP).

Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia
dengan cara:

1) Pembelian Langsung;

2) Permintaan Penawaran; atau

3) Lelang.
b. Pelaksanaan Pengadaan aluidPenyedia memperhatikan

hal- hal sebagai beri

1) Pembelian Lang

adalah metode pengadaan

asi/Kaur/TPK memilih Penyedia;

2) Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh
harga yang lebih murah; dan

(3) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti
pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/
Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

c¢) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian
Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia
yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
anggaran berturut-turut.
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d) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran,
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung
kepada Penyedia lain di Desa setempat atau
sekitar.

e) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu
menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TP
dapat melakukan Pembelian Langsung kepdda
Penyedia yang sama.

2) Permintaan Penawaran

permintaan penawaran ter
kepada 2 (dua) Penyedi ) an oleh
TPK.

b) Tata cara Permintaan Pe aran adalah sebagai

waran secara tertulis
Penyedia. Permintaan
iri dokumen persyaratan
a Acuan Kerja (KAK), rincian
jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar
erja (apabila diperlukan), dan/atau
pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau
lir surat pernyataan kebenaran usaha;

enyedia menyampaikan surat penawaran
sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang
dan harga disertai surat pernyataan kebenaran
usaha;

(3) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

(4) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila
memenuhi persyaratan teknis dan harga;

(5) Dalam hal Penyedia yang Iulus lebih dari 1
(satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan
harga penawaran terendah sebagai pemenang
untuk melaksanakan pekerjaan;
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(6) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia
menawar dengan harga yang sama, maka TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang
lebih murah;

(7) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang
lulus, maka TPK melakukan negosiasi (taw
menawar) dengan Penyedia untuk mempe
harga yang lebih murah;

(8) Hasil negosiasi harga (tawar-m
sebagaimana dimaksud pada a
(7), dituangkan dalam Berita

Negosiasi;
(9) Transaksi dituangkan ntuk bukti
pembelian atau surat p ji tara Kasi/

Kaur sebagai p tan anggaran

pat hanya terdapat
1 (satu) P intaan Penawaran dapat
i a 1 (satu) Penyedia tersebut.

etode pemilihan Penyedia untuk

% jaan yang dapat diikuti oleh semua
enyedia yang memenuhi syarat.

ara Lelang sebagai berikut:

pengumuman Lelang;

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

(3) pemasukan Dokumen Penawaran;

(4) evaluasi penawaran;

(5) Negosiasi; dan

(6) penetapan pemenang.

c¢) Dalam melaksanakan Lelang perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
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(1) Pengumuman Lelang
i. TPKmengumumkan Pengadaan dan meminta
Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.

ii. Pengumuman dilakukan melalui media
informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat, sekurang-kurangnya di pap
pengumuman desa. Pengumuman Peng
sekurang-kurangnya berisi: % :
i Nama paket pekerjaan;
ii) nama TPK;
i) lokasi pekerjaan;
iv) ruang lingkup

nilai total HP

lak

vi) jangka waktu
dan

aan pekerjaan;

vii) jad pr Lelang.
iii. 1, engumuman Pengadaan,

girimkan undangan tertulis
enyedia untuk mengikuti Lelang.

an pengambilan Dokumen Lelang
dia mendaftar untuk mengikuti Lelang.

K memberikan dokumen Lelang kepada
Penyedia yang mendaftar.

Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis
berisi dokumen administrasi serta penawaran
teknis dan harga.

(4) Evaluasi Penawaran
i. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.

ii. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila
memenuhi persyaratan administrasi, teknis
dan harga.
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(5) Negosiasi
i. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia
yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi
(tawar-menawar) yang dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

ii. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia
yang lulus menawar dengan harga y
sama, maka TPK melakukan negosiasi
(tawar-menawar) dengan setiap
untuk memperoleh harga yang 1
yang dituangkan dalam Beri
Negosiasi.

(6) Penetapan Pemenang

i. TPK menetapkan Penyedia dengan harga
penawaran terendah sebagai pemenang
untuk mel

ii. Transaksi

an p aan.

dalam bentuk surat
ur sebagai pelaksana
dengan Penyedia.

C. engadaan melalui Penyedia

an untuk Paket Pengadaan sampai
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Lelang

Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan di atas

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Jenjang nilai Pengadaan sebagaimana yang dimaksud
pada huruf ¢ dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/
Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing.
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3. Pengendalian

a. Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
yang tercantum dalam bukti transaksi.

b. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam
pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaik
target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai tar
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat mem
kepada Penyedia sebagaimana tercantu
transaksi.

4. Bukti Transaksi

a. Bukti transaksi Pengadaan terdi
1) bukti pembelian (contoh: se
2) surat perjanjian.

b. Bukti pembelian seb
angka 1) digunak
Pembelian Lang

5. Perubahan Sur

kuitansi); dan

dimaksud pada huruf a
gadaan dengan metode
intaan Penawaran.

Koalinkasl Peraturan Dess

jian dilakukan dalam hal:

ar; atau

edaan antara kondisi lapangan pada

aksanaan dengan gambar dan/atau spesiikasi

s/KAK.

al terdapat perbedaan antara kondisi lapangan

ada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi

is/KAK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

2), Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan

surat perjanjian yang meliputi perubahan:

1) spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

2) volume; dan/atau

3) jadwal pelaksanaan.

c. Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan
perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan
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perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian
dokumen anggaran.

d. Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

e. Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan ol
Kepala Desa.

C. Pengumuman

1. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Peng
Penyedia di media informasi yang mu
masyarakat, sekurang- kurangnya pad
di kantor Desa.

2. Pengumuman kepada masyar:

t, ha aan melalui

Penyedia dengan metode Permi Pen: an dan Lelang

meliputi:
a. Nama Kegiatan;

o

Nama Penyedia;

a o

i dari volume dan satuan);

0

pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal
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BAB IV
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (ser:
persen).

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka
dengan dokumen pendukungnya.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegia
a. melalui Swakelola dari TPK de
Berita Acara Serah Terima (B ; ata

b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Kasi/Kaur menyerahka asildkegiatan dari Pengadaan
sesuai bidang tugasn ala Desa dengan berita

sipan dokumen terkait Pengadaan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO
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LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG T. 4
CARA PENGADAAN-PENGADAAN BARANG/JASA DI

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA.......

NOMOR.. . @ .......
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DESA

DENGAN RAHMAT TU

B\éom ....... :
Menimbang :

tuk melaksanakan ketentuan Pasal
yat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
or 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
euangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati/Walikota... Nomor.... Tahun.... tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaks
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 te

Tahun 2019 Nomor 41, Tambah
Negara Republik Indonesia Nom
3. Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Dana Desa ya

4. Peraturan
Tahun 201

alam Negeri Nomor 44
ewenangan Desa (Berita

Koalinkasl Peraturan Dess

raturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
arang/Jasa Pemerintah Nomor ..... Tahun
. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ..... Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA.......
NOMOR..... TAHUN... TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki k
yang berwenang untuk mengatur dan
pemerintahan, kepentingan masyarakat se
prakarsa masyarakat, hak asal usul, da
yang diakui dan dihormati dalam

2. Lembaga Kebijakan Penga
yang selanjutnya disingk
yang bertugas menge
Pengadaan Baran

3. penyelenggaraan urusan
gan masyarakat setempat dalam

cara Kesatuan Republik Indonesia.

4. ah Kepala Desa atau yang disebut

dibantu perangkat Desa sebagai unsur

cana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
esa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 227

258 URINLRID [SeYLIDOS)



8. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Bad
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Des
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pe
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

10. Kewenangan Desa adalah kewenang

Daerah Kabupaten/Kot kewenangan lain yang
rintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah D, en/Kota sesuai dengan

Koalinkasl Peraturan Dess

11. Kepala Desa a emerintah Desa yang mempunyai
wewenang,
rumah ya dan melaksanakan tugas dari

erintah Daerah.
ang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat
edudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa

12.

Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau
masyarakat desa sekitar lainnya.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan
barang/jasa.

Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsu
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penaw:.
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan
membeli/membayar langsung dengan permintag
tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedi
oleh TPK.
Lelang adalah metode pemilihan Penyedia semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua yedia yang
memenuhi syarat.
Swakelola adalah cara m
dikerjakan sendiri oleh T
Aparat Pengawas In tah yang selanjutnya
disingkat APIP ad yang melakukan pengawasan
melalui audit, i

barang/jasa dengan
asyarakat setempat.

uan, evaluasi, dan kegiatan

pengawasan lai enyelenggaraan tugas dan fungsi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah
untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam

melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa.
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Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah
agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik
dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip seb

230

BAB III
TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

efisien, berarti Pengadaan haru
menggunakan dana dan daya yang
kualitas dan sasaran dalam  ,w.
menggunakan dana yang

efektif, berarti Peng
dan sasaran yang

suai dengan kebutuhan
pkan serta memberikan

s dan dapat diketahui secara luas
Penyedia yang berminat;

ang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
ketentuan dan prosedur yang jelas.

gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang
setara dan memenuhi persyaratan;
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h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadas
mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai yas
jawab untuk mencapai sasaran, kelancar
tujuan Pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, d
informasi yang menurut sifatnya
untuk  mencegah penyimp

sung maupun tidak

menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
tuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,
rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.
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BAB IV
RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yan
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada a
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

Pasal 7

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta

kerja dan pemberdayaan
(2) Dalam hal Pengadaan tid
maka Pengadaan dapat melalui Penyedia baik

sebagian maupun

Koalinkasl Peraturan Dess

dapat dilakukan untuk:
a. mend la; atau
idak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V
PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
a. Kepala Desa;
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b. Kasi/Kaur;
c. TPK;
d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.
Bagian Kedua
Kepala Desa
Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan
RKP Desa sebelum dimulainya pro
tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan perselisihan ant Ka dengan TPK,

dalam hal terjadi perbed d

dalam mengelola Pengadaan:

dokumen persiapan Pengadaan;

elakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas
nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;

. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;

f. menerima hasil Pengadaan;

g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya
kepada Kepala Desa; dan
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h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita
acara penyerahan.

Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila

anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tid
mencukupi.

Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai p
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (
Bagian Keempat O

Tim Pelaksana Kegia

Pasal 12

TPK terdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kemasyarak dan
c. Masyarakat.
TPK ditetapkary umlah personil minimal 3 (tiga)

okan kompleksitas Pengadaan, personil
sepanjang berjumlah gasal.

as TPK dalam Pengadaan adalah:
. melaksanakan Swakelola;
. menyusun dokumen Lelang;

mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;
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Peran serta masyarakat dalam Pengada
namun tidak terbatas pada:

a.
b.

d.

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada
Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara
Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari
anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/
pekerjaan konstruksi.

TPK dapat diberikan honor sebesar Rp... dari nilai kegi
yang dilaksanakan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 13

gai berikut,

Berpartisipasi dalam pel a iatan Swakelola; dan

Berperan aktif dalam as terhadap pelaksanaan
Pengadaan.

emenuhi persyaratan sebagai berikut:
pat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu,
yu, dan sejenisnya;

iliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
ilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;

memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan; dan

khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
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BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusun
RKP Desa.

(2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa me

a. jenis kegiatan;
lokasi;

volume; a
biaya;
sasaran,; O

o

a o

waktu pelaksanaan kegiatan;
pelaksana kegiatan angg

5ot

rincian satuan h
akan dilakukan.

(3) Hasil Perencan

pada ayat
Musrenba t penyusunan RKP Desa.

-

giatan pengadaan yang

Koalinkasl Peraturan Dess

an sebagaimana yang dimaksud
n dalam Berita Acara hasil

4) 2 an menjadi acuan dalam penyusunan
dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja

Pasal 16

perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa
mumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang
mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada
papan pengumuman Desa.
(2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
a. Nama Kegiatan;
b. Nilai Pengadaan;

c. Jenis Pengadaan;
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d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
e. Nama TPK;

f. Lokasi; dan

g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan secara Swakel

Pasal 17

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persia; daan secara
Swakelola berdasarkan DPA
a. jadwal pelaksanaan kegi
b. rencana pengguna , kebutuhan bahan,
dan peralatan;
bila diperlukan);

ila diperlukan); dan

c. gambar rencs

k pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
melalui Swakelola berupa:
bar rencana kerja;
. jadwal pelaksanaan kegiatan;
spesifikasi teknis;
d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan

e. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan,
dan peralatan.
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(4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan
yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.

(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.

(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di
desa setempat.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan det

dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaa

pengadaan tidak dapat dilanjutkan i/Kaur melapor
kepada Kepala Desa.

(9) Kasi/Kaur menyampaikan apan Pengadaan
sebagaimana dimaksud a (1) atau ayat (3) kepada
TPK untuk dilaku Peng elalui Swakelola.

me‘&»
sun dokumen persiapan Pengadaan secara
elol asarkan DPA yang terdiri dari:

Koalinkasl Peraturan Dess

edua
n melalui Penyedia

Pasal 18

Kasi/

elaksanaan pekerjaan;

b.

ar rencana kerja (apabila diperlukan);

erangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila
diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

e. rancangan surat perjanjian.

HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan

oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan
melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
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(3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang
harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar
lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

(4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di
desa setempat.

(5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatik
kondisi sebagai berikut:

a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia
harga pasar adalah harga yang ditawarka

tersebut.

b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)y P
harga pasar adalah :

kan revisi RAB pada DPA.
am hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA
ang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan
tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada
Kepala Desa.

(9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan
tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi
struk, nota dan kuitansi.
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(10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk
dilakukan Pengadaan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 19

(1) Swakelola dilaksanakan berdasark
Pengadaan yang disusun oleh i sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) t (2).

d pa (1) dilaksanakan

(2) Swakelola sebagaimana dim:
oleh:

1) TPK; atau
2) TPK dengan me

(3) Pelaksanaan kan dengan panduan antara

Koalinkasl Peraturan Dess

1) TPK 2 apat pembahasan kegiatan yang

eng i tatan hasil pembahasan.
pila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga

j can ketentuan sebagai berikut:

asumber dapat berasal dari masyarakat Desa

setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/

kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau

b) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat
Desa setempat.

TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta

dokumentasi kegiatan.

4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
sarana/prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tercatat/
dikuasai Desa.
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)

Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/
dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan
sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak
dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia.

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksana
kegiatan Swakelola meliputi:

1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

2) penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana_pras
peralatan dan material/bahan.

Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/
evaluasi Swakelola.

Apabila dalam hasil evaluasi sebagai
ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, i ur meminta
TPK untuk melaksanakan p i dan realisasi
pelaksanaan pekerjaan.
Hasil kegiatan dari Pen
melalui media informasi
sekurang-kurangn

wakelola diumumkan
diakses oleh Masyarakat,
an pengumuman Desa.

Untuk pekerj elain diumumkan pada papan
gumuman hasil pengadaannya

aran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
ama TPK;

) Lokasi; dan

6) Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).
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Bagian Kedua
Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 20

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. Pembelian Langsung;

b. Permintaan Penawaran; dan

c. Lelang.

S

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilaku
. berdasarkan dokumen persiapan Pengadag
oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksuc
ayat (1).
b. untuk memenuhi kebutuhan b g/ja alam rangka
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa g di Desa.

Mengutamakan Peny i Desa setempat dengan

G
3
2
5
Q.
3
03
5
g
3
b
5
G
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esifikasi teknis;
ambar rencana kerja (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan);

f.
g. rancangan surat perjanjian; dan
h. nilai total HPS.

(5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan
kebenaran usaha.

persyaratan administrasi;
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(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset,
traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan
administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).

Paragraf 1
Pembelian Langsung

Pasal 21

(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengad
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupi
(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan ¢ats
berikut:
a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jas
b. TPK melakukan negosiasi,(tawa
Penyedia untuk mem
murah; dan
c. Transaksi dituangk
nama Kasi/Kaur,_seb.

epadag@atu Penyedia;

ar) dengan
harga yang lebih

bukti pembelian atas
sana kegiatan anggaran.

metode Pembelian Langsung

jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian
ng kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2

Permintaan Penawaran

Pasal 22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

:
Z
:
:
:
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(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal
2 (dua) Penyedia.
b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepa
1 (satu) Penyedia tersebut.

c. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dj su
pada ayat (2) huruf a dilampiri persyar is

berupa:

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2) rincian barang/jasa;

3) volume;

4) spesifikasi teknis;
S5) gambar rencana kerj
6) waktu pelaksana

pabi rlukan);

ekefjaan); dan

Koalinkasl Peraturan Dess

7) formulir surat a benaran usaha.
d. Penyedia menyam t penawaran sebagaimana
dimaksud en lelang pada Pasal 20 ayat (4)

al Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka
enetapkan Penyedia dengan harga penawaran
endah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
alam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan
negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah;

Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
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j- Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana
dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Negosiasi;

k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian
atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana
kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan

. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (sa
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan ki
1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3
Lelang

Pasal 23

(1) Lelangdilaksanakan untuk Penga di 0.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

(2) Lelang dilaksanakan den ta a sebagai berikut:
a. pengumuman Lel
b. pendaftaran d b Dokumen Lelang;
c. pemasukan n awaran;
d. evaluasi pe \

gumuman Lelang sebagaimana dimaksud
huruf a dilakukan dengan cara:

engumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat, sekurang- kurangnya dipapan
pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang-
kurangnya berisi:

1) Nama paket pekerjaan;
2) nama TPK;
3) lokasi pekerjaan;
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4) ruang lingkup pekerjaan;

5) nilai total HPS;

6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
7) jadwal proses Lelang.

c. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapa
mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia un
mengikuti Lelang.

(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokum g
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b an
dengan cara:

a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk ang;

dan
b. TPK memberikan dokumen Lel epa edia yang
mendaftar.
(5) Pendaftaran dan pengambil okum! g sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan penawa

cqdilakukan Penyedia dengan
yang berisi dokumen

administrasi serta knis dan harga kepada

Koalinkasl Peraturan Dess

TPK.
(6) Evaluasi Pe imana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dil eh TPK dengan melakukan evaluasi
i serta penawaran teknis dan harga.
(7) ana dimaksud pada ayat (2) huruf e
can memperhatikan kondisi sebagai berikut:
erdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus,
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang

angkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang
lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki
harga penawaran terendah.
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(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara
Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan
Penyedia.

Paragraf 4
Pengendalian

Pasal 24

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan p
yang tercantum dalam bukti transaksi.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dala
dengan bukti transaksi maka Kasi/Kau
Penyedia untuk melaksanakan perbaik:
pelaksanaan pekerjaan.

(3) Apabila Penyedia tidak mampu menea target yang
ditetapkan maka Kasi/Kaur mem sanksi kepada
Penyedia sebagaimana terc am bukti transaksi.

Bagi:

saksi
25
S c daan terdiri atas:
pembelian; dan

pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
igunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian
gsung atau Permintaan Penawaran.

258 URINLRID [SeYLIDOS)

Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 247



(1)

2

(3)
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)

()

(1)
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Bagian Keempat
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar; atau

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada:
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
KAK.

Dalam hal terdapat perbedaan antara ko

pada saat pelaksanaan dengan gambar da

teknis/KAK sebagaimana dimaksud p

Kasi/Kaur bersama Penyedia mel

perjanjian yang meliputi perubah

a. spesifikasi teknis sesuai dengan lapangan;

b. volume; dan/atau

Dalam hal perubah jafijian memerlukan perubahan
at melakukan perubahan surat
perjanjian se penyesuaian dokumen anggaran.

anggaran sebagaimana dimaksud

at Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
kan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 27

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui
Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman
Desa.
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iy

Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui
Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang
meliputi:

a. Nama Kegiatan;

. Nama Penyedia;

=0

Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan

selesai). O
BAB IX

PEMBAYARAN PRESTASI

i, pekerjaan sebagaimana dimaksud
kepada penyedia Barang/Jasa

setelah T @ kan pemeriksaan yang dituangkan dalam

S arang/Jasa.

BAB X

Pasal 29

Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
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(2

(3

)

(5

©)
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Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/
Jasa di Desa meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan/atau

c. kebakaran.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/J
memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar ki
TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat ...
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan
salinan asli pernyataan kahar yang dike

perundang-undangan yang berlaku.
Hal-hal merugikan dalam Pengad ; :
disebabkan oleh perbuatan atau i ihak penyedia
Barang tidak termasuk kategori k
Keterlambatan pelaksana j yang diakibatkan
terjadinya keadaan kah i ikenakan sanksi.

Setelah terjadinya ke
kesepakatan kembali, jutnya dituangkan dalam
perubahan Su

BAB XI
SAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan
at Perjanjian Kerja apabila:

. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui ....
hari kalender; dan

b. penyedia barang/jasalalai/cedera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
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(2

Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi
Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.

BAB XII
SANKSI

Pasal 31

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanks
melakukan dengan sengaja perbuatan a
berikut :
a. berusaha memengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak
lain yang berwenang dal entu ara apapun,
baik langsung maupun ti gsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentang an ketentuan prosedur
yang telah ditetap d Dokumen Perjanjian Kerja,
dan/atau ketentuan

berlaku;

b. melakukan e
Jasa n
luar % a

erundang-udangan yang

olan dengan penyedia Barang/
engatur Harga Penawaran di
ksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
gurangi/menghambat, memperkecil dan/
dakan persaingan yang sehat dan/ atau
orang lain;

mbuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
crangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
ersyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/
atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Surat Perjanjian Kerja.
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(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa:
a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
b. gugatan secara perdata; dan/atau

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru
dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pera
Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas
yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dik
pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/ata
proses Pengadaan Barang/Jasa, ‘ aur/TPK
dikenakan:

a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ganti rugi;

c. sanksi pidana.

Koalinkasl Peraturan Dess

(6) dimaksud pada ayat (5)
huruf a berup peringatan tertulis dan apabila
terjadi pelan, u kecurangan yang dilakukan
dengan senggj i/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan

i , maka dapat diberhentikan sebagai

(7) i rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/

agaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
f ¢ dilaksanakan sesuai dengan peraturan
dang-undangan.
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BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam
Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaika
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk muf:

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana di
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pen

oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebs
pada ayat (1) dan (2) tidak tencas
perselisihan tersebut dapat dilaku ui Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengade pengadilan
sesuai dengan ketentuan p perundang-undangan.

ERAH TERIMA

aksanaan Pengadaan; dan

Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus

n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

an dokumen pendukungnya.

erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:

a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani
Berita Acara Serah Terima (BAST); atau

b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
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(4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan
sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita
acara penyerahan.

(5 Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan
yang telah dilaksanakan.

(6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pa
ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat di
oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mel

pengawasan.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAW.
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pa

(1) Pembinaan Pengadaan, d eh organisasi perangkat

daerah yang me san Pemerintahan dan

Pemberdayaan Mas ks a.

Koalinkasl Peraturan Dess

(2) Dalam melaksanakar binaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud te (1), organisasi perangkat daerah

3) erlukan organisasi perangkat daerah yang
gi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan

akat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 35

Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/

Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/
Walikota melalui APIP.
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Pasal 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturangi
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan De

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37 Q

Pada saat Peraturan Bupati/ inifberlaku, Peraturan Bupati/
entang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di De dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bu likota ini mulai berlaku pada tanggal

ng dapat mengetahuinya, memerintahkan
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Ditetapkan di ......
pada tanggal ........
BUPATI/WALIKOTA,

Diundangkan di .........
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPA i é
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

... TAHUN....... NOMOR......

ttd

Q RONI DWI SUSANTO
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Tentang Penyusun

Dr. DADANG SUWANDA,

Jenderal Pengawasa
Departemen Keuangan
Perwakilan B Provinsi Sumatera Barat,

Perwakilan vinsi Jawa Barat, dan

ip kan pada Inspektorat
Dalam Negeri sejak
ai Auditor Ahli Madya serta
Kepala Bagian Administrasi
Kepala Bagian Umum, Kepala
Hasil Pengawasan serta terakhir

berbagai jabatan s
dan Tata Usahs

sebagai pejabat ‘e menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah
pula diperban anl pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf

p di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit
an Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun
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2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No Judul
Strategi Mendapatkan Opini WTP
1
Laporan Keuangan Pemda
2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang

Milik Daerah

Panduan Praktis Implementasi
3 | Penyelenggaraan SPIP Pemerintah

4 | Procedurs Lembaga Pe PPM Jakarta 2014

Berbasis SPIP

PPM Jakarta 2014

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

September
2014

PPM Jakarta 2015

Akun Standar Sistem Akuntansi [5;55;2 a]aa Juni

al Pemerintah Daerah ry 2015
Bandung
Lambert

Factors Affecting Quality Of Local ﬁuclgldlseglc Juli
Government’s Financial Statements g 2015
Saabrucken

Germany

10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual PT Ghalia Maret

Pemerintah Daerah Indonesia 2016
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No Judul Penerbit Tahun
11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk IEJSS:IT; a]z; Maret
Pemerintahan Daerah yang Efektif Y 2016
Bandung
Optimalisasi Fungsi Penganggaran PT Remaja Mei
12 | DPRD dalam Penyusunan PERDA Rosdakarya 2016
APBD Bandung
Peningkatan Fungsi DPRD dalam PT Remaja
13 Penyusunan Perda yang Responsif Rosdakarya
Y yang kesp Bandung
Peran Pengawasan DPRD Terhadap
14 |LKP] dan LPP APBD/LKPD Audited
Serta TLHP BPK
15 Panduan Penerapan Reviu Laporan Februari
Keuangan Pemerintah Daerah 2017
Panduan Penerapan Kebijakan
16 Akuntansi Akrual Pemerint lia Bogor 2017
PT Remaja .
Rosdakarya Januari
2018
Bandung
PT Remaja Mei
Rosdakarya
2019
Bandung
PT Remaja
Rosdakarya September
2019
Bandung
ual Aplikasi Sistem Informasi PT Remaja November
euangan Daerah Berbasis Akrual Rosdakarya 2019
(e-KEUDA) Bandung
PT Remaja Januari
Forum Konsultasi Publik Rosdakarya
2020
Bandung
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No Judul Penerbit Tahun
PT Remaja .
. . . Januari
22 |Sistem Informasi Pelayanan Publik Rosdakarya
2020
Bandung
23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah g;sggkn; a]aa Februag
Daerah Berbasis Akrual Yy 20
Bandung
. PT Remaja
2% Teknis Penyusunan Komponen Rosdakary

25

Panduan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD)

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan

September

26 |Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020
(LPPD)
27 Panduan Teknik Aplikasi Isgszgkn; aJaa Desember
Informasi Barang E-KE $4 2020
Bandung
Mal Pelayana PT Remaja .
. - Januari
28 |peningkatan si Layanan Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja Pebruari
dar Pelayanan Publik | Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja AsUstus
RPIMD dan Restra SKPD Rosdakarya &
2021
Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rosdakarya
2021
Kewenangan Desa Bandung
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Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Index Website
1 | Factors Affecting | Volume | Jurnal The https://www.
Quality of Local | 6 No 4 | International iiste.
Government Tahun Institute org/Journals/
Financial 2015 of Science, index. php/
Statement To Technology 015 RIFA/ article/
Get Unqualified and view/19978
Opinion (WTP) of Education
Audit Board of (IISTE)
the Republic of
Indonesia (BPK)
2 | Regional Volume | International
Performance 7, Issue | Jounal of
Allowances 4, April | Economics,
Instrument 2019 Commerce
Improving and
Performance Management
of Government (DECM),
Employees United
Kingdom
3 | Integrated Career | Volume | International http://www.
Pattern Hope of | 8, Issue ijstr.org/paper-
Bureaucration In | 05 May ' references.
The Future 2019 Scopus | php?ref=IJSTR-
0419-20153
4 | The Effect http://www.
of Sectoral ijstr. org/
Econlomic On pafper-
mployment : references.
Absporgtion and Te;nndeks php?ref=IJSTR-
Poverty Level COpuS | 0120-27987
In The West
Recruitmen International http://www.
Prospective Journal of ] ijstr. org/
Scientific & Terindeks | paper-
Technology Scopus | references.
Research php?ref=IJSTR-
(13STR) 1219-26368
International http://www.
Journal of ijsrp. org/
Scientic and research-
he Future Research 015 paper- 0620.
s a Democracy publication hp?rp=
setherment P10210 090
Requitment in #citation
Indonesia
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7 | The Fiscal Volume | Jurnal http://jurnal.
Capacity of The 12, Bina Praja kemendagri.
Autonomous Nomor | Research and go.id/index.
Region (DOB) 1, Mei | Development php/ jbp/

In Increasing 2020 Agency Sinta 2 article/
Economic Minister of view/681
Growth and Home Affairs

Eradication of Republic of

The Poor Indonesia

8 | Decentralization | Volume | Journal of https://
of Fiscall 12, Advanced jardcs. or;
Asymmetric Issue Research in ) abstract.
for Community No 06, | Dynamical Terindeks | php?ig
Well Being: 2020 and Control Scopus
Evidence From Systems
Aceh Propince,

Indonesia

9 | Risk Volume | Ayer Journal
Management 27
Solution in Local | No 3
Government Tahun
Financial 2020
Management

10 | Regional Volume | Oceanide http://
Government 12 No | Jouna oceanidenetne.
Management 3 tahun net/indek.
Control in The 2020 php/o/article/
Implementation view/68
of Risk
Governance

11 | Performance http://www.
Model of scimagojr.
Auditors and Scopus com/
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